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MOTTO 
 
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" 
(Al-'Alaq : 1-5) 
 
“Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” 
[QS. Thaha (20): 114] 
 
”Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, 
dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.” 
(HR. Athabrani) 
 
"Jika manusia meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali tiga : sedekah 
jariah, ilmu yg bermanfaat dan anak saleh yg selalu mendo'akan kedua orang 
tuanya" 
(HR. Muslim) 
 
 
”Bergeraklah dengan mobilitas yang tinggi untuk mencapai sukses dan 
kepuasan dalam berusaha!” 
”Nabi Adam tak akan pernah bertemu dengan Siti Hawa jika beliau hanya 
berdiam diri di tempat di mana dia diturunkan dari Surga, Harimau akan mati 
jika tidak bergerak mencari mangsa, bahkan airpun akan rusak jika tidak 
mengalir.” 
”Kepuasan bukan diperoleh hanya dengan berpangku tangan. Kepuasan 
diperoleh karena adanya proses.” 
”Proses yang membutuhkan doa, usaha, kesabaran, pengorbanan, kerutan 
dahi, keringat hingga air mata akan sangat nikmat pada akhirnya.” 
”Ingatlah, buah dari kesabaran itu manis.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Ahdi Fadlan Hifdillah, D0105030, Implementasi Kebijakan Pemkot dalam 
Pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penerapan 
Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan 
Sektor Pariwisata), Skripsi, Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, 146 halaman. 
 
Pedagang Kaki Lima (PKL) pada dasarnya memiliki definisi penjual barang dan 
atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan 
daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan 
menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu, diperlukan 
tindakan terhadap permasalahan PKL yang ada di kawasan Malioboro, sebagai upaya 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengaturan PKL, yang 
bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL agar PKL ikut bertanggungjawab terhadap 
kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban sehingga mendukung terciptanya 
Malioboro yang nyaman sebagai daerah pariwisata. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan 
yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan 
dengan sektor pariwisata. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
kendala-kendala yang muncul, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala 
yang muncul, serta mengetahui hasil yang dicapai dalam penerapan usaha tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kantor 
UPT Malioboro, serta para PKL di kawasan Malioboro. Metode penarikan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang dipergunakan adalah 
analisis data interaktif. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan triangulasi 
data. Data diperoleh dari beberapa sumber melalui wawancara, dokumentasi serta 
observasi. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 
penataan pedagang kaki lima yang didasarkan pada Perda No. 26 Tahun 2002 
dilaksanakan dalam bentuk Program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL. Realisasi 
tersebut dijabarkan dalam tahapan kegiatan meliputi Sosialisasi Kebijakan, Penataan, 
Pembinaan, dan Penertiban. Terdapat juga kendala yang ditemui dalam pengaturan 
tersebut dan dapat dipecahkan melalui 4 faktor: yang pertama, sikap pelaksana, dalam 
memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para PKL menggunakan pendekatan 
persuasif dan akan menindak tegas pelanggaran yang dilakukan PKL maupun pengemis 
dan pengamen liar. Yang kedua, komunikasi, dalam pelaksanaan program ini telah 
berjalan dengan baik secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, sumber daya, 
keterbatasan jumlah aparat dan kendaraan operasional yang masih kurang. Melalui 
kekompakan, keseriusan, serta keikhlasan tim dalam bekerja sama, keterbatasan itu dapat 
diatasi. Yang keempat, kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, atas kerjasama 
paguyuban, PKL Malioboro menunjukkan kesediaan dan kepatuhan dalam mendukung 
program ini. 
Hasil yang dicapai dari program tersebut adalah Malioboro menjadi salah satu 
tempat tujuan pariwisata yang berkesan bagi siapapun. Harapan ke depan agar Malioboro 
agar lebih baik lagi menjadi tanggung jawab bersama bagi semua yang mempunyai rasa 
memiliki Malioboro milik bersama. Dengan hasil yang dicapai tersebut maka  Yogyakarta 
tetap akan mempunyai slogan “Yogyakarta Kota Aman Berhati Nyaman”. 
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ABSTRACT 
 
Ahdi Fadlan Hifdillah, D0105030, City Governmental Policy Implementation in 
Arrangement of Street Vendors in Yogyakarta (Descriptive Study Qualitative 
about City Governmental Policy Applying in Arrangement of Malioboro Street 
Vendors related to Tourism Sector), Final Task, Public Administration of Faculty 
of Social Science and Political Science of Sebelas Maret University, Surakarta, 
2010, 146 pages. 
 
Street Vendors ( PKL) basically own the definition of goods seller and or 
service which alone try in economic activity using area own the public facility or 
street and have the character of whereas/do not fixed by using equipments make a 
move and also motion less. Therefore, needed action to problems PKL of exist in area 
Malioboro, as effort executed by Government of Town Yogyakarta in Arrangement 
PKL, what aim to arrange the existence PKL so that PKL follow to hold responsible 
to accuration, hygiene, freshment, and orderliness so that support the balmy creation 
Malioboro as tourism area. 
This research target is to know how policy applying done by Government of 
City Yogyakarta in arrangement of Malioboro PKL related to tourism sector. Others 
this research also aim to to know the constraints which emerge, efforts of performed 
within overcoming constraint which emerge, and also know the reached result in the 
effort applying. 
This research type is descriptive qualitative. Research location is in Technical 
Executor Unit Office (UPT) of Malioboro, and also all PKL in Malioboro area. 
Method of withdrawal sampel used by purposive sampling. Method analyse the data 
utilized by analysis of data interaktif. While to test the data validity used by a data 
triangulation. Data obtained from some source by interview, documentation and also 
observation. 
From conducted research result, Government of City Yogyakarta in settlement 
of cloister merchant which is relied on by Perda No. 26 Tahun 2002 executed in the 
form of Construction Program, Settlement And PKL Publisher. The realization 
formulated in activity step cover the Policy Socialization, Settlement, Construction, 
and Publisher. There are also constraint met in solvable and the arrangement by 4 
factor: first, executor attitude, in giving construction and guidance to all PKL use the 
approach persuasif and will act coherent of collision conducted by PKL and also wild 
street musician and beggar. Second, communications, in execution program this have 
walked better vertically and horizontal. Third, resource, limitation sum up the aparat 
and operational transportation which still less. By solidarity, serious, and also team 
candidness in cooperating, that limitation can be overcome. Fourth, compliance and 
energy listen carefully the target group, for society cooperation, PKL Malioboro show 
the readiness and compliance in supporting this program. 
Reached result from the program is Malioboro become one of receiving 
location of tourism which impressing for who even also. Expectation forwards so that 
Malioboro to be better again become the responsibility with for all having sense of 
belonging Malioboro cooperative ownership. With the the reached result hence 
Yogyakarta will remain have the slogan "Yogyakarta Kota Aman Berhati Nyaman". 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pada saat ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini selain 
dikarenakan faktor kebutuhan primer manusia, juga disebabkan oleh adanya 
perkembangan era yang semakin modern yang semakin memaksa manusia sehingga 
harus bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia persaingan dagang, di 
kota-kota besar di Indonesia saat ini banyak sekali didirikan mall-mall yang semakin 
mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini memicu para 
pedagang kecil bermunculan di sekitar daerah mall-mall dan juga daerah lain di pinggir 
jalan kota-kota besar di Indonesia. 
Keberadaan Pedagang Kanan Kiri Lintas Manusia atau lebih dikenal dengan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) seakan-akan telah menjadi masalah laten yang sulit 
diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah di negara ini. Berdasarkan sumber dari Badan 
Pusat Statistik, jumlah PKL di setiap daerah terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu 
permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang 
bertanggungjawab atas ketertiban dan keindahan kota.  
Tidak semua yang kita sebut sebagai PKL itu merupakan usaha diri pribadi dan 
tidak memerlukan bantuan dari pemerintah maupun simpan pinjam. PKL yang sering kita 
lihat di jalan juga banyak yang mengikuti koperasi, di mana koperasi tersebut bergerak 
dan hanya beranggotakan orang-orang yang pekerjaan sehari-hari bekerja sebagai 
pedagang kaki lima. PKL pada dasarnya memiliki definisi penjual barang dan atau jasa 
yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah 
milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan 
menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Pada perkembangannya  PKL 
 xvii
terbagi menjadi dua, yaitu: 
1. PKL Legal, yaitu PKL yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan PKL binaan 
pemerintah 
2. PKL Ilegal, yaitu PKL yang tidak memiliki ijin usaha 
PKL jenis kedua inilah yang membutuhkan ‘penanganan khusus’ terutama dari 
pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. 
Akibatnya, ia menimbulkan masalah dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti 
mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan 
akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.  
Pedagang kaki lima sering kali saling bersaing dan kadang saling bersengketa 
antara satu dan yang lain, dan kebanyakan mereka merasa dikejar-kejar oleh para petugas 
pemerintah. Namun, dalam banyak hal, hubungan mereka yang menonjol adalah dengan 
perusahaan-perusahaan besar yang memberikan modal, perlengkapan, dan barang 
dagangan pada mereka. Profesi ini memang membutuhkan banyak ketrampilan dan 
jaringan sosial yang kuat agar bisa berhasil (Chris Manning dan Tadjuddun Noer Effendi, 
1996: 250). 
Pada dasarnya para pedagang kecil yang biasa kita kenal sebagai pedagang kaki 
lima (PKL) ini tidaklah salah dalam berdagang, tetapi tempat di mana mereka menjual 
barang dagangan inilah yang perlu mendapat sorotan dari pemerintah kota setempat. 
Karena jika hal ini tetap dibiarkan, maka para PKL akan semakin menjamur dan tidak 
menutup kemungkinan akan memakan jalan raya sebagai tempat dagang mereka yang 
akan menyebabkan tidak tertibnya para pengguna jalan akibat penyempitan jalan raya 
yang disebabkan oleh para PKL. Hal ini tidak lepas pula dari pengamatan Pemkot DIY 
yang melihat semakin banyaknya PKL di kota ini. 
Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para 
PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi 
manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Di sini terlihat PKL ini merupakan 
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fenomena kegiatan perkonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk 
memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya 
suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh 
NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia ). PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak 
tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam 
berproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam 
melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan 
lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
tertinggi yaitu UUD 45. Diantaranya adalah : 
Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 34 UUD 45 : (1) Fakir miskin dan 
anak terlantar di pelihara oleh Negara (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial 
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan. 
Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam UUD 
45, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Segala hal yang 
berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi 
semuanya diatur oleh hukum. Akan tetapi ternyata ketentuan-ketentuan diatas hanya 
tertulis pada kertas saja. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab 
pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan 
belum pernah terealisasi secara sempurna. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya 
jumlah rakyat miskin di Indonesia. Kemiskinan ini diakibatkan oleh tidak adanya 
pemerataan kemajuan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan 
lapangan pekerjaan oleh pemerintah. 
Jadi sangat wajar fenomena Pedagang Kaki Lima ini merupakan imbas dari 
semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang hanya karena 
tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan 
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tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanyanya lapangan 
pekerjaan yang tersedia untuk mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok 
sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya mereka harus berdagang di kaki lima. 
Mengapa pilihannya adalah pedagang kaki lima? Karena pekerjaan ini sesuai dengan 
kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang 
tinggi, dan mudah untuk dikerjakan. 
Dalam kenyataannya, hanya sejumlah kecil pedagang kaki lima bisa berhasil, 
memperluas perusahaannya dengan sedikit demi sedikit menghimpun modal. Sebagian 
besar yang lain masih tetap menghadapi kemiskinan, besarnya ketidakpastian ekonomi 
dan pekerjaan, sering timbulnya masalah dengan petugas pemerintah dan berlanjutnya 
ketergantungan pada penyuplai barang-barang dagangan, modal dan perlengakapan. 
Pemecahan masalah PKL dan kebanyakan kaum miskin di sektor informal akan 
menuntut serangkaian perubahan yang lebih mendalam dan lebih mendasar daripada 
yang diusulkan. Kredit yang murah, latihan ketrampilan dan bentuan teknis pada 
perusahaan-peruasahaan sektor informal tertentu bisa membantu sejumlah kecil rumah 
tangga agar menduduki tingkat sosio ekonomi yang lebih tinggi (Chris Manning dan 
Tadjuddun Noer Effendi, 1996: 250). 
Seiring dengan perkembangan zaman, pernahkah Pemkot DIY menggagas ide 
(konsep) "pemodernisasian" para Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga mampu mengubah 
citra negatif PKL yang kumuh menjadi "kantong bisnis" sekaligus "paket wisata" di Kota 
Gudeg ini? 
Pertanyaan ini muncul, saat kita mencermati masih amburadulnya manajemen 
per-PKL-an di Yogyakarta. Padahal di sejumlah kota besar seperti di Solo yang belum 
lama ini merelokasikan ratusan PKL menuju kawasan yang lebih tertata apik, di tengah 
pusat kota. Tidak seperti di Yogyakarta, yang masih berjalan apa adanya. Kita dapat 
melihat dari semrawutnya PKL di sepanjang trotoar Malioboro. Belum lagi melihat 
ramainya antrian PKL di Pasar Sentir (Tugu Yogya) dan tempat lainnya. 
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Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pasca mengamati detil semrawutnya pasar 
tradisional di Yogyakarta. Hingga berakses pada kemacetan lalu lintas setiap hari. Tak 
dapat dihindari kecelakaan lalu lintas, sering terjadi di depan pasar tradisional yang juga 
sebagai basis para PKL mangkal. Coba kita simak lagi, bagaimana semrawutnya arus lalu 
lintas di depan Pasar Demangan dan Pasar Telo. Hal serupa, kerap pula terjadi di sentral 
Pasar Colombo, Beringharjo, Godean, Kenteng dan pasar tradisional lain. Kerumunan 
orang yang bertransaksi jual beli, di tepi jalan tersebut, sangat memungkinkan sebagai 
biang pemicu macetnya arus lalu lintas. Kerawanan kecelakaan lalu lintas, pastilah 
menjadi ancaman bagi keselamatan para pengunjung pasar tradisional. Buktinya, hampir 
setiap minggunya terdapat satu atau lebih kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa. 
Meski begitu, PKL sebagai pegiat sektor ekonomi informal bukanlah sesuatu 
yang harus dimusnahkan. Sebaliknya, PKL harus diberdayakan karena ia turut 
berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran, melayani kebutuhan masyarakat 
menengah ke bawah, bahkan turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) meskipun tidak terlalu banyak. 
Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 26 
Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa pemerintah Kota 
Yogyakarta mengakui keberadaan PKL dan memiliki keinginan yang kuat dalam 
mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak 
ekonomi, sosial, budaya dari pelaku PKL itu sendiri. Tetapi, peraturan bukanlah sekedar 
tulisan, namun ia harus diimplementasikan dalam kehidupan riil. Pada kenyataannya, 
penanganan PKL di Yogyakarta belum mengalami perubahan yang cukup signifikan. 
Ketika beberapa poros jalan dapat ‘dibersihkan’dari PKL, saat itu pula PKL bermunculan 
di titik-titik jalan lain. Misalnya di sepanjang jalan Mayor Suryotomo, daerah dekat Toko 
Progo yang dahulunya dikenal dengan pasar Sentir dan sekarang para PKL tersebut telah 
berhasil direlokasikan ke taman Parkir Pasar Beringharjo karena pemkot berkepentingan 
membuat Taman Pintar (eks. Shopping Centre) tetapi pedagang dengan jenis yang sama 
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bermunculan di titik jalan lain di Kota Yogyakarta. 
Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip 
demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus diikutsertakan dan berperan aktif 
dalam kegiatan ekonomi. Namun  demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah 
Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, di 
sisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan 
fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong 
kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kakilima dengan 
tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta 
untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah 
tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. 
Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua 
peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan 
terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya 
Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk 
melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima. 
Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kakilima juga untuk 
mewujudkan sistim perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan 
sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk 
dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya 
juga harus tetap terjaga. 
Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Pemkot DIY, No. 
26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, tertulis pada BAB VI, bahwa 
Fasilitas Pembinaan pada pasal 10, yaitu: 
1)  Untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima, Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk melakukan fasilitasi/pembinaan. 
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2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Walikota 
atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki 
Lima. 
3) Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk 
mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah. 
4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Walikota.  
Dari Perda tersebut tertulis pada pasal 10 ayat 3, bahwa PKL merupakan tujuan 
Pemkot sebagai daya tarik dalam sektor pariwisata. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai 
solusi sebagaimana sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Untuk itulah di sini akan di 
bahas mengenai pengaturan PKL dalam mengatasi permasalahnnya baik dengan cara 
pemindahan lokasi serta membahas tentang daya tarik adanya pemanfaatan PKL dalam 
memajukan sektor pariwisata di Yogyakarta. 
Pariwisata di Yogyakarta tidak luput dari salah satu tempat yang selalu dikunjungi 
oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Tempat tersebut menjadi salah satu 
objek wisata yang terkenal di Yogyakrta karena merupakan tempat dijualnya berbagai 
souvenir yang ada di Yogyakarta. Maliobro merupakan lokasi strategis para PKL 
mangkal untuk mencari nafkah dari para pengunjung yang datang. Ketika kita 
membicarakan tentang PKL di Yogyakarta, langsung terlintas di pikiran kita adalah 
Malioboro. 
Para PKL di Malioboro mempunyai Paguyuban sebagai wadah aspirasi dan 
musyawarah dalam menentukan transaksi kepada pembeli, masalah kebersihan tempat 
berdagang, tata tertib dalam berdagang, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa 
paguyuban PKL di Malioboro yang memiliki anggota dan ketentuan yang berbeda-beda, 
seperti paguyuban penjual makanan dan minuman, paguyuban penjual pakaian, 
paguyuban penjual souvenir, dan lain-lain. Di sini akan kita ketahui nama paguyuban 
yang beranggotakan para PKL yang berada di Malioboro sekaligus nama ketua dari 
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paguyuban tersebut. 
Tabel I.1 
Jumlah dan nama paguyuban PKL di Malioboro 
 
Ketua Paguyuban Nama Paguyuban Jumlah 
Anggota/Pedagang 
Sogi Wartono Paguyuban Handayani 87 
Prasetyo Sukidi Paguyuban Pedagang Lesehan 
Malioboro (PPLM) 
86 
Rudiarto Paguyuban Tri Dharma 823 
Yatidimanto Paguyuban Angkringan Danurejan 
Malioboro (Padma) 
40 
Ari Wanani Paguyuban PKL Malioboro-
Ahmad Yani (Pemalni) 
357 
 Sumber data: Wawancara Ketua Paguyuban. 
 
Dari beberapa paguyuban yang beranggotakan PKL di Malioboro tersebut, 
terdapat informasi penting yang dapat mengganggu lancarnya transaksi jual beli para 
pedagang dan pembeli. Informasi tersebut diantaranya adalah:  
- Banyaknya para PKL yang bukan asli warga Yogyakarta atau tidak terdaftar 
dalam paguyuban manapun. 
- Masalah kebersihan yakni tersebarnya sampah yang dapat menggaggu 
kenyamanan para pengunjung dan penjual. 
- Masih semrawutnya tempat berjualan atau lapak para PKL sehingga 
menimbulkan kurang nyamannya para pejalan kaki. 
- Melambung tingginya harga makanan atau souvenir yng ditawarkan pedagang 
kepada pembeli tanpa melalui kesepakatan paguyuban terlebih dahulu. 
- Pembayaran retribusi bagi setiap pedagang yang ada di Malioboro kepada Dinas 
yang terkait, dan lain sebagainya. 
Sebagai daya tarik dan salah satu tujuan pariwisata, Malioboro harus dapat 
menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Jika penanganan dari 
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masalah PKL di Yogyakarta ini salah, maka tidak menutup kemungkinan akan matinya 
salah satu objek pariwisata di Yogyakarta yang berimbas turunnya juga perekonomian di 
Yogyakarta yang disebabkan meningkatnya pengangguran dari pedagang yang pernah 
berdagang sebagai PKL di Yogyakarta. Untuk itulah di sini kami akan membahas tentang 
peran Pemkot dalam pengaturan PKL di Yogyakarta khusunya di Malioboro yang 
merupakan tempat berkumpulnya para PKL yang ada di Yogyakarta yang sekaligus 
menjadi tujuan pariwisata kota tersebut. 
 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah-masalah yang 
akan diteliti sehingga dapat ditentukan pemecahan masalah yang tepat dan mencapai 
tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Bagaimana penerapan kebijakan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam 
pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan sektor pariwisata? 
2. Kendala-kendala apa yang muncul dalam penerapan kebijakan yang dilakukan oleh 
Pemkot Yogyakarta dalam pengaturan PKL Malioboro? 
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? 
4. Hasil apa yang dicapai dalam penerapan usaha tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan 
manfaat sesuai yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Operasional 
Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan yang dilakukan Pemkot 
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Yogyakarta dalam pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan sektor 
pariwisata. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala 
yang muncul, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi kendala yang 
muncul, serta mengetahui hasil yang dicapai dalam penerapan usaha tersebut. 
2. Tujuan Fungsional 
Dari hasil penelitian yang didapat, diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah 
Kota Yogyakarta untuk lebih memahami dan menindaklanjuti setiap aktivitas dari 
para PKL Malioboro, baik berupa keluhan maupun aspirasi dari para PKL, begitu 
juga sebaliknya demi tercapainya slogan ‘Kota Yogyakarta Aman, Berhati Nyaman’, 
sebagai daya tarik pariwisata kota ini. 
3. Tujuan Individual 
Untuk mencapai gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diantaranya adalah : 
1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi 
kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama dalam pengaturan PKL Malioboro 
dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan berikutnya agar dapat 
lebih mengoptimalkan daya tarik pariwisata yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. 
2. Bagi Pedagang Kaki Lima Malioboro 
Para PKL Malioboro lebih mengetahui setiap kebijakan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memajukan setiap potensi yang ada untuk 
meningkatkan sektor pariwisata Kota Yogyakarta terutama di sepanjang Jalan 
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Malioboro, yaitu dengan meningkatkan kualitas para PKL yang ada di Malioboro. 
3. Bagi peneliti dan masyarakat 
- Menjadi bagian dari proses pembelajaran dan menambah wawasan keilmuan 
serta menambah pengetahuan dalam memahami usaha yang dilakukan 
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengaturan PKL di Malioboro. 
- Membantu penelitian selanjutnya yang sejenis apabila nantinya digunakan 
sebagai bahan referensi. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Untuk mempermudah penyampaian teori yang menjadi landasan dalam penelitian 
ini, maka penyusunannya adalah sebagai berikut : 
1. Implementasi Kebijakan 
Sebelum mengetahui lebih jauh tentang implementasi kebijakan, kita akan 
sedikit membahas tentang definisi dari implementasi. Istilah implementasi sering 
digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan dari suatu 
kebijakan. Namun di kalangan ahli sendiri hingga saat ini belum ada kesatuan 
pendapat mengenai definisi konseptual mengenai implementasi. 
Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam 
Solichin A. Wahab (2002 : 65) : 
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatia implementasi 
kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul 
sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang 
mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian.” 
  
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1990: 327). Istilah 
implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 
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mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa: 
“…to implement to provide the means for carrying out, to give practical 
effect to…” (“mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk 
melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat terhadap 
sesuatu”). 
 
Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan 
sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan 
dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 2002 : 64). 
Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu 
bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 
dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan 
atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 
Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (2002 : 65), menyatakan 
bahwa : 
Proses implementasi adalah “those action by public or private individuals 
groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior 
decisions” (“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijaksanaan”). 
Implementasi tersebut juga memiliki dua proses dalam penerapannya, yakni: 
Proses 1: Memantau kegiatan harian dalam pelaksanaan kebijakan, apakah 
semua rencana kebijakan dilaksanakan?apakah staff pelaksana sudah dilatih 
untuk melakukan tugasnya? 
Proses 2: Penilaian kegiatan dan kepuasan klien dengan layanan yang 
diberikan, apa yang telah dilakukan/diberikan, kepada siapa/kelompok 
mana?adakah cara yang lebih baik supaya pelaksanaan tugas lebih efisien? 
Setelah kita mamahami tentang definisi implementasi, kita akan langsung 
membahas tentang implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak jauh 
pengertiannya dengan definisi dari implementasi itu sendiri, karena istilah 
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implementasi berkaitan erat dengan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan 
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan dikatakan oleh Udoji 
bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting dalam pembuatan 
kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus 
yang tersimpan rapi dalam arsip kecuali kalau diimplementasikan (dalam Abdul 
Wahab, 2002: .45). 
Dalam Int. J. Health Policy Initiative 2009 Copyright “Policy 
Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three 
Countries”, Kai Spratt juga dikatakan bahwa: 
“Successful policy or program implementation requires that those involved 
have sufficient information. Information includes technical knowledge of the 
matter at hand and levels and patterns of communication between actors. 
For example, do those responsible for implementation actually know with 
whom they should be working and who the policy is supposed to benefit 
(target groups)? Do they know, for instance, which department is assigned to 
lead the implementation and how the program will be monitored? Do they 
know the culture and processes of other organizations in their network? 
Have guidelines and protocols been developed, and are they readily 
available? How is information and communication between actors 
coordinated? Do beneficiaries have sufficient and appropriate information 
to benefit from the program?” (Kesuksesan kebijakan atau implementasi 
program memerlukan keterlibatan informasi yang cukup. Informasi meliputi 
pengetahuan teknis menyangkut perilaku dan tingkat komunikasi antar para 
aktor. Sebagai contoh, melakukan tanggung jawab untuk implementasi yang 
benar-benar mengetahui dengan siapa mereka harus bekerja dan kebijakan 
siapa yang kira-kira bermanfaat ( kelompok target)? Apakah mereka 
mengetahui, sebagai contoh, departemen mana yang ditugaskan untuk 
memimpin implementasi dan bagaimana program akan dimonitor? Apakah 
mereka mengetahui proses dan kultur dari organisasi lain dalam jaringan 
mereka? Sudahkah protokol dan petunjuk dikembangkan, dan apakah 
mereka bersedia? Bagaimana mengkoordinir komunikasi dan informasi antar 
para aktor? Apakah mereka mempunyai informasi sesuai dan cukup 
bermanfaat bagi program?). 
(http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/998_1_PIB
A_FINAL_12_07_09_acc.pdf) 
 
Afan Gaffar, MA. PhD., dalam bukunya mengatakan bahwa studi tentang 
implementasi kebijakan mencurahkan perhatiannya kepada usaha untuk menjawab 
pertanyaan bagaimana sebuah kebijaksanaan yang telah dirumuskan kemudian 
dihantarkan kepada masyarakat. Implementasi itu sendiri merupakan sebuah proses 
 xxix
politik sehingga melibatkan banyak sekali kepentingan. Studi ini juga 
mengungkapkan langkah apa yang ditempuh setelah sebuah kebijaksanaan 
dirumuskan, siapa yang mewujudkannya ke dalam masyarakat, bagaimana mobilisasi 
dana, orang dan material untuk mewujudkan kebijaksanaan, serta faktor-faktor apa 
saja yang ikut menentukan keberhasilan dari proses perwujudan kebijaksanaan 
tersebut. 
Dalam tulisannya Kai Spratt menjelaskan pula tentang kerangka dalam 
implementasi kebijakan. Dalam Int. J. Health Policy Initiative 2009 Copyright 
“Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in 
Three Countries”, Kai Spratt dikatakan bahwa: 
“After an extensive review of policy implementation literature, the activity 
team created a central framework for the activity based on the Contextual 
Interaction Theory. While the framework remained the same during the 
research, the activity teams revised the guide during the pilot process to 
better reflect the constructs. This section explores the theory that informed 
the development of the activity framework.” (Setelah meninjau ulang 
literatur implementasi kebijakan, tim menciptakan suatu kerangka pusat 
untuk melakukan aktivitas berdasar pada Ketergantungan Teori Interaksi. 
Ketika hasil kerangka sama sepanjang riset, tim tersebut meninjau kembali 
dan memandu sepanjang pilot (pemimpin) memproses pembangunan ke arah 
lebih baik. Bagian teori ini yang memberi tahu pengembangan dari kerangka 
aktivitas). 
(http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/998_1_
PIBA_FINAL_12_07_09_acc.pdf) 
 
Kamus Webster, merumuskan implementasi kebijakan dapat dipandang 
sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, perintah eksekutif, 
atau Dekrit Presiden). 
Dalam Int. J. Health Policy Initiative 2009 Copyright “Policy 
Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three 
Countries”, Kai Spratt juga dikatakan bahwa: 
“Policy implementation is influenced by the relationship of organizations 
and their various target groups. For example, for a national policy, the 
provincial government is considered a target group. As an implementing 
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organization for the national policy, the provincial government’s target 
groups include district- and commune-level government cadres.” 
(Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan organisasi dan berbagai 
kelompok target mereka. Sebagai contoh, untuk suatu kebijakan nasional, 
pemerintah propinsi mempertimbangkan kelompok target. Sebagai suatu 
penerapan organisasi untuk kebijakan nasional, kelompok target pemerintah 
propinsi meliputi daerah dan kader pemerintahan yang sejenis). 
(http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/998_1_PIB
A_FINAL_12_07_09_acc.pdf) 
 
Dalam Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice Vol. 
8, No. 4, December 2006 Copyright “Organizing for Policy Implementation: The 
Emergence and Role of Implementation Units in Policy Design and Oversight”, Evert 
Lindquist  dikatakan bahwa: 
“The emergence of policy implementation units is intriguing” (Kemunculan 
unit implementasi kebijakan adalah membangkitkan minat). 
Dan juga dikatakan bahwa:  
“But policy implementation units join the panoply of different capabilities 
leaders have experimented with to drive policy agendas and co-ordinate 
government activities, and, in the modern era, where policy is often 
recognized as inherently complex, share some similarities with capabilities 
intended to manage horizontal and whole-of-government initiatives. Indeed, 
a key goal of this collection is to ascertain what policy implementation units 
actually do, and whether they will endure, recognizing that capabilities with 
the same names may play completely different roles in different systems, 
presumably reflecting the ecology of their respective institutional 
environments and the strategic needs of their progenitors.” (Tetapi unit 
implementasi kebijakan penggabungan dari  para kemampuan pemimpin 
yang berbeda yang sudah mengadakan percobaan dengan mengendalikan 
agenda kebijakan dan mengkoordinir aktivitas pemerintah, dan, di zaman 
modern, di mana kebijakan kompleks sering dikenal tak terpisahkan, ada 
beberapa persamaan dengan kemampuan yang berniat untuk mengatur utuh 
dan merata prakarsa pemerintah. Tentu saja, suatu tujuan dari koleksi ini 
akan memastikan apa yang dilakukan unit implementasi kebijakan, dan 
apakah mereka akan bertahan, mengenali kemampuan itu dengan nama yang 
sama yang memiliki peran berbeda dalam sistem berbeda, yang kiranya 
mencerminkan ekologi tentang lingkungan kelembagaan masing-masing dan 
kebutuhan yang strategis dari pendahulu mereka). 
(http://pdfserve.informaworld.com/862507__758252843.pdf) 
 
Dari beberapa pengertian implementasi dan implementasi kebijakan di atas, 
dapat disimpulkan secara singkat bahwa pengertian dari implementasi kebijakan 
adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya 
kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan tersebut merupakan sebuah rencana yang 
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telah ditetapkan sebelumnya atau tindakan yang nyata dari rencana yang telah 
ditetapkan. 
Untuk mengimplementasikan kebijakan secara rinci Casley dan Kumar 
dalam Samudra Wibawa (1994: 16) menunjukkan sebuah metode dengan enam 
langkah sebagai berikut: 
- Identifikasi masalah. Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan 
dipisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya. Rumuskan sebuah 
hipotesis. 
- Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut. Kumpulkan 
data kuantitatif yang memperkuat hipotesis. 
- Kajilah hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisislah situasi politik dan 
organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pertimbangkan 
berbagai variabel seperti komposisi staff, moral dan kemampuan staff, tekanan 
politik, kepekaan, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen. Hindari 
diskusi yang tidak realita. 
- Kembangkan solusi-solusi alternatif. 
- Perkirakan solusi yang paling layak. Tentukan kriteria dengan jelas dan terapkan 
untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif. 
- Pantaulah terus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna 
menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya. 
Dalam Int. J. Health Policy Initiative 2009 Copyright “Policy 
Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three 
Countries”, Kai Spratt dikatakan bahwa: 
“Finding a model for policy implementation does not mean that 
implementers then can employ a simple process, using quick fixes to create 
rapid change in an implementation network—long-term behavior change 
rarely happens that way. Instead, a simplified model provides a framework 
for systematically identifying and addressing factors that implementers have 
some chance of influencing. The activity team identified such a model in the 
Contextual Interaction Theory.” (Temuan suatu model untuk implementasi 
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kebijakan tidak berarti bahwa pelaksana implementasi kemudian dapat 
mengerjakan suatu proses sederhana, penggunaan perbaikan yang cepat 
untuk menciptakan perubahan cepat di dalam suatu jaringan implementasi 
perubahan perilaku jangka panjang yang jarang terjadi. Sebagai gantinya, 
suatu model kerangka disederhanakan untuk mengidentifikasi secara 
sistematis dan menunjukkan faktor bahwa pelaksana implementasi 
mempunyai beberapa kesempatan berpengaruh. Aktivitas tim ini mengenali 
model Ketergantungan Teori Interaksi seperti itu.) 
(http://www.healthpolicyinitiative.com/Publications/Documents/998_1_PIB
A_FINAL_12_07_09_acc.pdf) 
 
Untuk dapat mengetahui informasi lebih jelas tentang implementasi 
kebijakan, di sini akan dipaparkan tentang model-model implementasi kebijakan 
yang dijelaskan oleh para ahli: 
a. Model dari Mazmanian dan P. A. Sabatier 
Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 
yang disebut A Frame Work for Implementation Analysis (Kerangka Analisis 
Implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis 
kebijakan adalah mengidentifikasikan variabel yang mempengaruhi tercapainya 
tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel 
yang dimaksudkan adalah: 
Ø Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan (kesukaran-
kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, presentase 
kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk, ruang lingkup perubahan 
perilaku yang diinginkan). 
Ø Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat 
proses implementasinya (kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori 
kasual yang memadai, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki 
dalam dan diantara lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan 
pelaksana, rekruitmen pejabat pelaksana, akses formal pihak luar). 
Ø Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadapa keseimbangan 
dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut 
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(kondisi sosio-ekonomi dan teknologis, dukungan publik, sikap dan sumber-
sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, 
komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana). 
Ø Tahap-tahap dalam proses implementasi (outpu-output kebijaksanaan dari 
badan-badan pelaksana, kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap 
keputusan tersebut, dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana, 
persepsi terhadap dampak keputusan tersebut, evaluasi sistem politik terhadap 
undang-undang). 
 
 
 
 
 
Bagan I.1 
Model implementasi kebijakan Mazmanian dan P. A. Sabatier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karakteristik Masalah 
1. Ketersediaan teknologi dan teori 
2. Keragaman perilaku kelompok 
sasaran 
3. Sifat populasi 
4. Derajat perilaku yang diharapkan 
Variabel non peraturan 
1. Kondisi social ekonomi dan 
teknologi 
2. Perhatian pers thd masalah 
kebijakan 
3. Dukungan publik 
4. Sikap dan sumber daya kelompok 
sasaran 
5. Dukungan kewenangan 
6. Komitmen kemampuan pelaksana 
 
Daya dukung peraturan 
1. Kejelasan/konsistensi 
tujuan/sasaran 
2. Teori kausal yang memadai 
3. Sumber keuangan yang 
memadai 
4. Diskresi pelaksana 
5. Rekruitmen pejabat pelaksana 
6. Akses formal pelaksana ke 
organisasi lain  
 
Proses Implementasi 
Keluaran kebijakan Kesesuaian keluaran Dampak aktual Dampak yg 
dr orgs. Pelaksana kebijakan dg klmpk   keluaran   diperkirakan 
   sasaran   kebijakan 
 
Perbaikan 
Peraturan 
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 Sumber: Evaluasi Kebijakan Publik, S. Wibowo, Y. Purbokusumo, A.Pramusinto 
 
b. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 
Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 
(1978; 1986) ini seringkali oleh para ahli disebut sebagai “the top down 
approach”. Menurut Hogwood dan Gunn, untuk mengimplementasikan 
kebijaksanaan negara secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan 
beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut: 
Ø Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan 
menimbulkan gangguan/kendala serius. 
Ø Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup 
memadai. 
Ø Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 
Ø Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 
kausalitas yang andal. 
Ø Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 
penghubungnya. 
Ø Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 
Ø Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
Ø Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 
Ø Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 
Ø Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 
mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
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Bagan I.2 
Model implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber: Analisis Kebijakan Publik, solichin Abdul Wahab 
 
c. Model Van Meter dan Van Horn 
Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang 
disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process (Model Proses 
Implementasi Kebijaksanaan). Teori ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-
perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan 
yang akan dilaksanakan. Atas pandangan tersebut kedua ahli ini membuat 
tipologi kebijaksanaan menurut: jumlah masing-masing perubahan yang akan 
dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara 
Komunikasi antar organisasi 
dan kegiatan pelaksanaan 
Ciri Badan 
Pelaksana 
Ukuran dan 
tujuan 
kebijaksanaan 
Lingkungan: Ekonomi, 
Sosial dan Politik 
Sikap para 
Pelaksana 
Sumber-sumber 
kebijaksanaan 
 
 
 
 
 
Prestasi 
Kerja 
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pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Bahwa jalan yang 
menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh 
sejumlah variabel bebas (indepedent variable) yang saling berkaitan. 
Variabel-variabel bebas itu adalah: 
Ø Standar dan saran kebijakan. 
Ø Sumber daya. 
Ø Karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi 
Ø Komunikasi antar organisasi dan pengukuhan aktivitas. 
Ø Sikap Pelaksana. 
Ø Kondisi sosial, ekonomi,politik. 
Ø Kinerja kebijakan. 
Bagan I.3 
Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Model Grind 
 
 
 
d. Model Grindle 
Implementasi kebijakan menurut Grindle (1980) ditentukan oleh isi 
kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah 
kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual 
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dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilaksanakan. Tapi ini 
tidak berjalan mulus tergantung pada implementability dari program itu, yang 
dapat dilihat dari isi dan konteks kebijakannya. Isi kebijakan mencakup: 
kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan 
dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, 
siapa pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan. Yang dimaksudkan 
dengan konteks kebijakan adalah: kekuasaan kepentingan dan strategi actor yang 
terlihat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan serta daya tanggap 
pelaksana. 
Secara rinci di sini akan dijelaskan tentang factor-faktor yang 
mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan, yakni: 
1) Isi Kebijakan Mencakup 
a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan  
Suatu kebijakan sebaiknya mampu secara optimal menampung 
kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak dari suatu kebijakan 
tersebut. Semakin optimal suatu kebijakan dalam menampung 
kepentingan banyak pihak maka semakin sedikit pihak yang menentang 
kebijakan tersebut untuk diimplementasikan. 
b) Jenis manfaat yang dihasilkan  
Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan manfaat yang besar dan 
jelas manfaat yang dihasilkan kebijakan tersebut maka semakin besar 
dukungan terhadap kebijakan tersebut untuk segera diimplementasikan. 
c) Derajat perubahan yang diinginkan  
Suatu kebijakan haruslah mampu menghasilkan perubahan kearah 
kemajuan secara nyata dan rasional. Suatu kebijakan yang terlalu 
menuntut perubahan perilaku dari kelompok sasaran akan lebih sulit 
untuk diimplementasikan. 
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d) Kedudukan pembuat kebijakan  
Pembuat kebijakan yang mempunyai wewenang (otoritas) yang tinggi 
dapat dengan mudah mengkoordinasikan bawahannya didukung oleh 
komunikasi yang baik sehingga keduduka pembuat kebijakan dapat 
mempengaruhi proses implementasinya. 
e) Pelaksanaan program  
Pelaksana program harus mempunyai kualitas pemahaman yang baik 
mengenai kondisi lapangan dan tugas yang harus dijalaninya. Koordinasi 
haruslah baik supaya program berjalan efektif dan lancer. 
f) Sumber daya yang dilibatkan  
Sumber daya yang dimaksud adalah semua komponen yang diperlukan 
dalam pelaksanaan program seperti keuangan, administrasi dan 
sebagainya. 
2) Konteks Kebijakan mencakup 
a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat  
Banyaknya actor dari berbagai tingkat pemerintahan maupun non 
pemerintahan yang memiliki kepentingan serta strategi yang mungkin 
saja berbeda berpengaruh terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. 
b) Karakteristik lembaga dan penguasa  
Apa yang diimplementasikan sebenarnya adalah hasil dari perhitungan 
berbagai kelompok yang berkompetisi memperebutkan sumber daya yang 
terbatas, yang semua interaksi tersebut terjadi dalam konteks suatu 
lembaga.  
c) Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran 
Pelaksana kebijakn yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta 
pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus 
mereka implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik 
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menimbulkan tanggapan baik pula dari kelompok sasaran. 
Karena telah dijelaskan secara rinci tentang model Grindle, maka model 
tersebut dapat digambarkan dengan singkat seperti gambar di bawah ini: 
Bagan I.4 
Model implementasi kebijakan Grindle 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Sumber: Evaluasi Kebijakan Publik, S. Wibowo, Y. Purbokusumo, A. Pramusinto 
 
Dalam pelaksanaan suatu program ada beberapa komponen yang perlu 
diperhatikan. Komponen-komponen yang ada merupakan hasil pemilihan dari pendapat 
atau model dari para ahli. Komponen-komponen yang ada tidak secara otomatis berlaku 
secara bulat dan utuh artinya ada suatu faktor yang dikemukakan sebagai kesatuan, 
adakalanya dipisah dan diadaptasikan dengan kondisi lapangan. 
Dengan penelitian ini, komponen-komponen yang digunakan adalah : 
•) Sumber daya 
Menurut Hogwood dan Gunn, Grindle, Van Metter dan Van Horn,  serta 
Mazmanian dan Sabatier salah satu syarat untuk terwujudnya perfect 
Tujuan Kebijakan 
Program aksi dan 
proyek individu 
yang didesain dan 
dibiayai 
Tujuan yang ingin 
dicapai 
Mengukur Keberhasilan 
Melaksanakan Kegiatan 
dipengaruhi oleh: 
1. Isi Kebijakan 
2. Konteks implementasi 
Hasil Kebijakan: 
2. Dampak pada masyarakat, 
individu, dan kelompok 
3. Perubahan dan penerimaan 
oleh masyarakat 
Program yang dijalankan 
seperti yang direncanakan? 
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implementation yaitu: untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-
sumber yang cukup memadai, dan adanya perpaduan sumber-sumber yang 
diperlukan benar-benar tersedia. Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, 
perlengkapan yang dibutuhkan maupun sumber daya manusianya. 
•) Komunikasi 
Menurut Meter dan Horn, salah satu variabel bebas dalam implementasi kebijakan 
adalah komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Di 
mana semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang 
implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. 
Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program, terlebih yang 
menyangkut lebih dari satu instansi, sebagai jembatan koordinasi. Komunikasi 
menghubungkan antara sesama aparat pelaksana (pemerintah) ataupun antara 
aparat dengan publik (kelompok sasaran) dan juga untuk menyamakan persepsi 
dan pemahaman antara para pelaksana dengan apa yang dimaksud oleh kebijakan. 
Secara garis besar komunikasi yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua yakni 
komunikasi mendatar (horizontal communication) dan komunikasi vertikal. 
Komunikasi mendatar terjadi antar aparat yang berkedudukan sejajar untuk 
mengkoordinasikan tugas dan peranan agar tidak terjadi overlapping tugas-tugas 
atau kekosongan perhatian terhadap sesuatu. Komunikasi vertikal terjadi antar 
atasan dengan bawahan yang bisa berwujud perintah, informasi, teguran dan 
laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. 
•) Sikap Pelaksana 
Menurut Meter dan Horn, jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-
lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem 
nilai pembuat kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif. 
Dukungan sikap pelaksana program meliputi keahlian, keaktifan, kreatifitas serta 
dedikasi pelaksana yang berpengaruh selama proses pelaksanaan serta kekuasaan, 
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kepentingan dan strategi aparat yang terlibat proses pelaksanaan. Sikap pelaksana 
yang mendukung program akan menimbulkan kreatifitas agar pelaksanaan lebih 
efektif. Sikap ini ditentukan oleh pemahaman terhadap tujuan program. Seringkali 
terjadi sikap pelaksana berubah karena mempunyai kepentingan atau pengaruh 
lain dari luar. 
•) Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan 
Menurut Mazmanian dan Sabatier, menyatakan keputusan seseorang untuk patuh 
terhadap peraturan merupakan fungsi: pelanggaran mudah dideteksi dan diseret ke 
pengadilan, tersedia sanksi-sanksi, sikap kelompok sasaran terhadap keabsahan 
peraturan yang bersangkutan, beban bagi kelompok sasaran yang patuh. 
Pelaksana kebijakan yang baik tentu mempunyai tingkat kepatuhan serta 
pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap kebijakan yang harus mereka 
implementasikan. Adanya sikap pelaksana yang baik menimbulkan tanggapan 
baik pula dari kelompok sasaran. 
 
2. Pengaturan 
Tidak ada penjelasan secara spesifik tentang definisi dari kata ’pengaturan’ 
dari para ahli. Kata pengaturan merupakan gabungan dari kata dasar ’atur’ yang telah 
diberi inmbuhan sehingga menimbulkan suatu kata kerja. Kata ’atur’ sendiri memiliki 
definisi yang tidak jauh berbeda dengan kata ’tata’ yang memiliki fungsi agar apa 
yang diatur dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mengatur. 
Pengaturan merupakan suatu tindakan dimana terdapat tata cara dalam 
menjalankan suatu tugas yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh satu atau 
beberapa pihak terkait demi tercapainya peraturan yang sudah ditetapkan. 
Dengan adanya pengaturan maka sesuatu yang tadinya hanya memiliki 
fungsi sedikit kini dapat difungsikan atau dimanfaatkan lebih optimal. Maksudnya 
adalah lebih tertib dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Dalam pengaturan ada 
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pihak pengatur dan yang diatur. Pengaturan lebih bersifat memaksa dan mengatur 
sesuatu dengan atau tanpa harus merugikan salah satu pihak. 
Ada dua kata yang terkait dengan kata pengaturan terutama hal yang terkait 
dengan masalah PKL ini. Kata-kata tersebut adalah penataan dan pembinaan. Definisi 
dari kata-kata tersebut dalam hal ini hampir sama. Dapat dikatakan demikian karena 
kita melihat definisi ini melalui fungsi dan manfaat dari pengaturan itu sendiri. Di 
sini akan dibahas sedikit tentang definisi dari masing-masing kata tersebut. 
- Penataan: 
Definis penataan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ”tata” 
yang berarti aturan (1990: 196). Penataan merupakan hal, cara atau hasil 
pekerjaan menata (menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan 
system). 
- Pembinaan 
Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih 
baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, 
evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. 
Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa 
tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua, pembiaan itu bisa 
menunjukkan kepada ”perbaikan” atas sesuatu (Miftah Thoha 1993: 7). 
Konsep pembinaan dirumuskan oleh A. Mangunhardjana (1980: 21), sebagai 
berikut: 
”Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal 
yang sudah dimiliki dengan tujuan membantu orang yang 
menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan 
pengetahuan dan kecakapan yang telah ada serta mendapatkan 
pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan 
kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif”. 
 
Dari kedua definisi di atas, dapat kita peroleh satu rangkaian bahwa 
pengaturan meliputi kedua unsur tersebut yang dapat juga dilakukan untuk mengatasi 
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masalah PKL. Meski meliputi kedua unsur tersebut, cara yang dilakukan oleh setiap 
Pemerintah Kota yang ada di berbagai daerah berbeda-beda. Di sinilah akan dikaji 
bagaimana cara Pemkot Yogyakarta dalam usaha Pengaturan PKL yang ada di 
Malioboro. 
 
3. Pedagang Kaki Lima 
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sektor informal yang banyak 
dilakukan oleh masyarakat adalah sektor informal yang bergerak di bidang 
perdagangan yaitu yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL). Menurut Mc 
Gee, pedagang kakil lima (PKL) adalah orang yang menawarkan barang-barang atau 
jasa-jasa dari tempat-tempat masyarakat umum terutama di jalan-jalan dan di trotoar 
(Demartoto 2001: 16). 
Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal sedikit berusaha di 
bidang produksi dan berjualan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kelompok 
konsumen tertentu di dalam masyarakat. Aktivitasnya dilaksanakan pada tempat-
tempat yang strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Akhirudin dalam Tri 
Kurniadi dan Hesel Nogi. Tangkilisan: 32). 
Menurut Winardi, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang dengan 
modal relatif sedikit, berusaha (produksi penjualan barang/jasa) untuk memenuhi 
kebutuhan kelompokkonsumen tertentu di dalam masyarakat, usahanya dilaksanakan 
di tempat-tempat yang dianggap strategis di dalam suasana lingkungan yang informal 
(Demartoto 2001: 17). 
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah perusahaan kecil yang mandiri namun 
terikat dengan jaringan sektor ekonomi yang sangat ruwet, berhubungan tidak hanya 
dengan penyalur, saingan dan langganannya tetapi juga dengan pemberi pinjaman, 
pemberi perlengkapan, petugas-petugas pemerintah dan beraneka ragam pranata 
resmi maupun privat (Manning 1996: 250). 
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Sedangkan Kartini Kartono dkk, mendefinisikan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
sebagai berikut: 
a. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) 
berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal. 
b. Perkataan kaki lima memberi pengertian bahwa mereka pada umunya menjual 
barang-barang dagangan pada gelaran tikar di pinggiran jalan atau di muka 
pertokoan yang dianggap strategis. 
c. Para pedagang kaki lima pada umumnya memperdagangkan makanan, 
minuman dan barang konsumsi lain yang dijual secara eceran. 
d. Para pedagang kaki lima pada umumnya bermodal kecil bahkan ada yang hanya 
merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat komisi. 
e. Pada umunya kuantitas barang yang diperdagangkan oleh para pedagang kakil 
lima relatif rendah. 
f. Kualitas barang dagangan para pedagang kaki lima relatif tidak seberapa. 
g. Kasus di mana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya 
dapat menaiki tangga dalam jenjang pedagang yang sukses agak langka. 
h. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan usaha yang 
melibatkan struktur anggota keluarga. 
i. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas dalam usaha 
pedagang kaki lima. 
j. Ada pedagang kaki lima yang melaksanakan usaha secara musiman dan sering 
terlihat jenis barang daganagan juga berganti-ganti. 
k. Mengingat sektor kepentingan maka pertentangan kelompok pedagang kaki 
lima (PKL) merupakan kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang 
ekonomi walaupun perasaan setia kawan cukup kuat diantara mereka. 
(Kartini Kartono 1984: 15). 
The Hongkong Public Health Urban and Service Ordinance, 1960 
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membedakan cara berjualannya di mana pedagang kaki lima yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
a. Seorang yang berjualan di tempat umum, 
Ø Dengan berjualan atau memasarkan untuk menjual beberapa dagangan 
maupun jasa. 
Ø Dengan memamerkan contoh-contoh atau pola-pola barang dan jasa untuk 
kemudian mengantarkannya kepada para pemesan. 
Ø Dengan menyewakan ketrampilannya, kerajinan tangannya, atau memberi 
pelayanan-pelayanan pribadi. 
b. Seseorang yang berkeliling dengan maksud: 
Ø Berjualan atau memasarkan barang dagangan dan atau jasa. 
Ø Menyewakan ketrampilan, kerajinan tangannya atau pelayanan-pelayanan 
lainnya. 
Sedangkan karakteristik empiris Jullisar An Naff dalam skripsi Erwanto 
Budi Santosa, mengemukakan bahwa karakteristik pedagang kaki lima, yaitu: 
a. Umumnya tergolong angkatan kerja produktif. 
b. Umumnya sebagai mata pencaharian pokok. 
c. Tingkat pendidikan relatif rendah. 
d. Sebagian besar merupakan kaum pendatang dari daerah lain. 
e. Permodalan lemah dan omset penjualan kecil. 
f. Umumnya mereka mempunyai modal sendiri dan belum ada hubungan dengan 
bank. 
g. Kewiraswastaannya umumnya lemah dan kurang mampu memupuk modal. 
h. Tingkat pendapatan relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di 
perkotaan. 
i. Pada umunya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun 
pungutan tidak resmi. 
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(Erwanto Budi Santosa 2004: 15). 
Dari beberapa definisi tentang pedagang kaki lima di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang harus 
mendapat perhatian dari pemerintah ataupun pihak yang terkait secara langsung 
maupun tidak langsung dengan pedagang kaki lima (PKL), guna pengembangan 
pedagang kaki lima tersebut maka diperlukan pengaturan terhadap para pedagang 
kaki lima. 
Jadi berdasarkan definisi-definisi di atas, yang dimaksud dengan Pedagang 
Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa secara mandiri dan 
bersifat informal yang berdagang di tempat-tempat umum dan strategis namun 
kegiatan usahanya dengan jaringan sosial ekonomi yang melingkupinya. 
Banyak masalah yang muncul dengan adanya PKL tersebut, terutama 
berkaitan dengan penataan lalu lintas, keindahan, kebersihan kota dan kesehatan 
lingkungan. Penanganan PKL bisa menimbulkan kebimbangan dan penuh pilihan 
yang bersifat dilematis, tetapi hal tersebut tidak menjadi soal jika penanganannya 
dapat menggunakan cara ”win-win solution”. Di satu sisi kehadiran PKL dapat 
mengganggu ketertiban dan keindahan kota namun di sisi lain banyak harapan 
tertumpu pada sektor ini.  PKL dapat merupakan katub pengaman, artinya sebagai 
penyaluran sementara bagi penganggur dan juga mengatasi kesulitan ekonomi lemah 
di kota, selain itu PKL di Malioboro ini justru menjadi harapan bagi Pemkot setempat 
sebagai wadah penarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara dalam 
mengenalkan budaya Yogyakarta di mata dunia. 
Adanya PKL tentu tedapat juga permasalahannya. Dalam menangani hal 
tersebut, Pemkot Yogyakarta telah mengatur cara untuk mengatasi permasalahan 
yang timbul dari masalah per-PKL-an ini. Cara mengatasi masalah ini tidak luput dari 
Perda yang telah di atur dalam masalah penataan PKL. Langkah Pemerintah Kota 
Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan 
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Malioboro yaitu dengan melakukan pengaturan agar tampak lebih ‘fresh’. 
Pelaksanaan pengaturan PKL Malioboro dilaksanakan melalui 4 tahap, meliputi :  
- Tahap Sosialisasi 
Sosialisasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Yogyakarta 
dilakukan dengan cara mengenalkan dan menjelaskan tentang berbagai aturan 
sebagaimana tertuang dalam Perda dan SK Walikota yang mengatur PKL. 
Sosialisasi ini bertujuan mengadakan pendekatan kepada PKL agar mematuhi 
Perda sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga 
kebersihan dan kerapian kota. Tahap sosialisasi ini juga mencakup tentang 
perizinan bagi para PKL dalam melakukan aktivitasnya nanti. 
Tahap sosialisasi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 
Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima BAB III, tentang Perizinan, 
pada Pasal 3, serta BAB IV, tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pengajuan 
Izin, Pasal 4 dan 5. 
- Tahap Penataan 
Penataan PKL merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk 
memberdayakan PKL dengan memberikan tempat usaha yang layak, sesuai 
dengan ketentuan perundangan yang ditetapkan serta tetap memperhatikan 
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang dikeluarkan oleh masing-
masing kota yang berkepentingan (Kota Yogyakarta) yang dilakukan olch UPT 
Malioboro Yogyakarta agar program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah 
dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien dalam menangani masalah 
PKL. 
Tujuan dari penataan PKL adalah untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan 
keteraturan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dcngan 
memanfaatkan tempat usaha secara lebih baik sehingga mengurangi terjadinya 
permasalahan sosial pada masyarakat. 
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Tahap penataan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 
Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima BAB II, tentang Lokasi, 
pada Pasal 2. 
- Tahap Pembinaan 
Pembinaan PKL adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, dalam hal 
ini adalah UPT Kawasan Malioboro terhadap PKL dengan cara membina PKL 
dan diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah. Tahap 
Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima meliputi 2 hal yaitu: I) Sosialisasi 
Perda dan Peraturan Walikota tcntang Penataan dan Pembinaan, 2) Melakukan 
Program Kemitraan dengan PKL dengan Tahap Penataan. 
Tahap pembinaan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 
Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima BAB VI, tentang 
Fasilitasi/Pembinaan, pada Pasal 10, serta BAB VII, tentang Pengawasan, pada 
Pasal 11. 
- Tahap Penertiban 
Penertiban PKL merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota untuk 
menertibkan lokasi dan tempat dagangan PKL serta penarikan retribusi yang 
dilaksanakan Kantor Pengelolaan PKL. Tujuan dari penertiban adalah 
menertibkan PKL yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana 
yang diatur dalam Perda dan produk hukum lain.  
Tahap penertiban ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 
Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima BAB V, tentang Kewajiban, 
Hak dan Larangan, pada Pasal 6, 7, 8, dan 9. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Sebagai salah satu organisasi publik, Pemkot harus menjadi penggerak dalam 
mewujudkan kesejahteraan wilayahnya dalam berbagai aspek. Termasuk aspek dalam 
 xlix
pengaturan PKL di daerahnya yang juga dialami di kota Yogyakarta, khususnya di 
sepanjang Jalan Malioboro. Dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi 
Kebijakan Pemkot Dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta yang berkaitan erat dengan 
daya tarik sektor pariwisata di daerah tersebut. Dalam menerapkan programnya, Pemkot 
Yogyakarta dihadapkan dalam berbagai kendala dan upaya penyelesaiannya serta hasil 
dari program tersebut. Dari proses pengaturan tentang PKL inilah akan dapat diketahui 
seberapa jauh usaha yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam menangani kasus yang 
terjadi di dalam masalah per-PKL-an di sepanjang Jalan Malioboro. 
Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berusaha membuat arahan 
untuk mempermudah melakukan penilaian dan mengetahui hasil dari implementasi 
kebijakan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam mengatur para PKL di Malioboro 
yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kota Yogyakarta melalui potensi sektor 
pariwisata. Adapun alur kerangka pemikiran yang digunakan dapat dilihat pada bagan 
berikut ini : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Masalah yang muncul: 
- Banyaknya PKL tidak 
terdaftar dalam 
Paguyuban PKL di 
Malioboro 
- Masalah kebersihan 
- Semrawutnya lapak 
para PKL 
- Pembayaran retribusi 
kepada pihak yang 
terkait 
Pelaksanaan Pengaturan PKL di 
Malioboro melalui beberapa tahap:  
1. Tahap Sosialisasi 
2. Tahap Penataan 
3. Tahap Pembinaan 
4. Tahap Penertiban  
1. Perda Kota 
Yogyakarta No. 26 
tahun 2002. 
2. Saran dari 
Paguyuban serta 
wisatawan agar 
PKL di Malioboro 
lebih tertib dan 
teratur. 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi dalam 
pengaturan PKL : 
 
1. Sikap pelaksana 
2. Komunikasi  
3. Sumber daya 
4. Kepatuhan dan daya 
tanggap kelompok 
sasaran 
 
 l
 
 
 
 
Bagan I.5 : Skema Kerangka Pemikiran 
 
Kerangka pemikiran merupakan landasan berfikir seseorang yang bertujuan untuk 
menjelaskan fakta atau suatu hubungan antar faktor maupun variabel dengan berpijak 
pada landasan teori. 
Penataan dalam rangka mengatur PKL kawasan Malioboro baru beberapa 
dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta, hal ini membuat para wisatawan merasa kurang 
nyaman terhadap kondisi di sepanjang Jalan Malioboro karena aktivitas para PKL yang 
terlalu semrawut. Banyak wisatawan dan bahkan PKL sendiri yang terganggu karena 
semrawutnya lapak-lapak para PKL, selain itu juga sampah-sampah yang membuat 
kurang nyaman yang dapat menurunkan potensi pariwisata di Malioboro. Meningkatnya 
jumlah pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro menambah permasalahan baru, 
keberadaan mereka menjadikan penyebab persaingan dagang yang tidak sehat antar PKL 
karena mereka sebagian besar belum bergabung menjadi salah satu anggota paguyuban 
PKL di Malioboro. Selain itu masalah retribusi tentang bagaimana sistem penarikan 
retribusi kepada para PKL Malioboro kepada Dinas yang terkait juga belum dipahami 
oleh para PKL terutama PKL yang merupakan para pendatang dari daerah lain. 
Langkah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan Pedagang 
Kaki Lima di sepanjang Jalan Malioboro, yaitu dengan melakukan pengaturan yang 
melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap pembinaan, dan 
tahap penertiban. 
Dalam pelaksanaan pengaturan PKL Malioboro faktor- faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut sesuai dengan beberapa komponen yang digunakan dalam 
penelitian ini yang telah dijelaskan dalam beberapa model implementasi yang telah 
PKL di Jalan Malioboro menjadi  rapi, tertib dan ramah lingkungan yang dapat menjadikan 
Malioboro sebagai tempat pariwisata yang bersih, sehat,  rapi dan indah serta Kota Yogyakarta 
semakin terkenal dengan “Kota Yang Aman Berhati Nyaman”. 
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diuraikan oleh para ahli. Faktor-faktor tersebut antara lain : Sikap pelaksana, komunikasi, 
sumber daya, dan kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran. Keseluruhan faktor 
ini nantinya akan berpengaruh satu sama lain terhadap Pengaturan Pedagang Kaki Lima 
Malioboro. 
Pengaturan/penataan PKL Malioboro memiliki dasar hukum yaitu Peraturan 
Daerah Kota Yogyakrta yang dikeluarkan oleh Pemkot DIY, No. 26 tahun 2002 Tentang 
Penataan Pedagang Kaki Lima. Adanya Saran dari Paguyuban serta wisatawan agar PKL 
di Malioboro lebih tertib dan teratur juga menjadi dukungan kepada pemerintah supaya 
segera mengatur dan menata PKL Malioboro. 
Pengaturan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai tujuan 
supaya PKL di Jalan Malioboro menjadi  rapi, tertib dan ramah lingkungan yang dapat 
menjadikan Malioboro sebagai tempat pariwisata yang bersih, sehat,  rapi dan indah serta 
Kota Yogyakarta semakin terkenal dengan “Kota Yang Aman Berhati Nyaman”. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan sebagaimana 
adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang 
keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh sebab itu bentuk penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran 
secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.  
Penelitian kualitatif  mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam 
mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di 
lapangan studinya (H.B. Sutopo, 2002:111). Pada prinsipnya dengan metode deskriptif, 
data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan 
demikian laporan penelitian ini berupa kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 
laporan tersebut. 
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Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun gambaran 
mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data di 
lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan untuk kemudian dianalisa dari data 
yang telah disajikan dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan gambaran mengenai 
pengaturan PKL di sepanjang Jalan Maliboro oleh Pemkot Yogyakarta. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di: 
a. Lokasi yang ditempati para PKL yaitu di sepanjang Jalan Malioboro. Hal ini 
dengan pertimbangan: 
1) Tcmpat itu merupakan obyek dalam penelitian ini dan juga sekaligus 
merupakan salah satu tempat di Kota Yogyakarta yang sangat stratcgis 
dan menjadi salah satu tujuan pariwisata baik dari lokal maupun 
mancanegara. 
2) Tempat tersebut terdapat PKL yang jumlahnya lebih besar dibandingkan 
PKL lain yang ada di Yogyakarta sehingga terkesan semrawut dan 
kurang menjaga kebersihan dan dapat mengganggu ketcrtiban para 
wisatawan. 
b. Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Malioboro Kota Yogyakarta. Karena dalam bidang Pengelolaan PKL 
merupakan leading sektor dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki 
lima di Kota Yogyakarta termasuk pedagang kaki lima di sepanjang Jalan 
Malioboro. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumber aslinya 
yaitu para informan dari hasil wawancara untuk mendapatkan data primer. Dalam 
penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (narasumber) sangat penting 
 liii 
perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber 
disini memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberikan 
tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera 
dalam menyajikan informasi yang ia miliki. (H.B. Sutopo, 2002:50). Informan 
tersebut adalah: 
Informan dalam penelitian ini terdiri dari : 
1) Aparat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Kota Yogyakarta 
yaitu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro, Kasubag 
Umum UPT Malioboro dan para Staff UPT Malioboro. 
2)  Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Malioboro. 
3) Para pedagang kaki lima sepanjang Jalan Malioboro. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung dari 
sumber aslinya, akan tetapi dari sumber lain melalui studi kepustakaan. Sumber 
data sekunder diantaranya adalah arsip, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen-dokumen yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini. 
Dokumen resmi dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan 
suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (H.B. Sutopo, 2002:54). Dokumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang 
dikeluarkan oleh Pemkot DIY, No. 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang 
Kaki Lima. Selain itu data yang kita peroleh juga bersumber dari data yang 
diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Kota Yogyakarta berupa 
dokumen resmi dan arsip-arsip sebagai bahan tertulis yang berhubungan dengan 
peristiwa/aktivitas dalam pelaksanaan pengaturan PKL Malioboro untuk 
mendukung dan melengkapi data primer yang ada. Selain itu ada juga data dan 
artikel baik dari surat kabar, majalah/jurnal, maupun internet. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan metode : 
a. Observasi 
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitan untuk mengamati 
secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Sedangkan 
menurut H.B. Sutopo (2002 : 64) Observasi merupakan pengamatan perilaku 
yang relevan dengan kondisi lingkungan yang tersedia di lokasi penelitian. 
Teknik ini biasanya diartikan sebagai pengamatan dari sistem 
fenomena yang diselidiki, dimana Observasi dalam penelitian ini dilakukan 
dengan Observasi Langsung yaitu suatu cara pengumpulan data yang 
dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak 
pada objek penelitian, pelaksanaannya langsung di mana suatu peristiwa 
terjadi. 
Adapun sistem yang disepakati pada Observasi langsung adalah Non 
participant Observation dimana kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat 
bukan anggota penuh dari objek yang sedang diteliti.  
b. Wawancara 
Merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan 
memberikan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan 
dalam proses wawancara (Lexy J. Moleong, 2002:136). Teknik ini dilakukan 
secara mendalam dengan mempersiapkan garis besar pertanyaan yang akan 
diajukan kepada responden untuk memperoleh informasi yang jelas dan 
mendalam tentang berbagai aspek yang sesuai dengan penelitian ini. 
Dalam H.B. Sutopo (2002 : 58) Tujuan utama melakukan 
wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu 
konsep mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi 
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tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya, 
untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari masa 
lampau, dan memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang 
bisa terjadi di masa yang akan datang. 
c. Dokumentasi 
Merupakan teknik pengumpulan data-data dengan cara mencatat 
data-data, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian yang 
diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penganalisaannya. 
5. Teknik Penarikan Sampel 
Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik ini adalah menggunakan cuplikan atau sampel pada informan yang 
dianggap lebih mengetahui tentang informasi yang akan diteliti. Menurut H.B Sutopo 
(2002: 36) pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang penting yang berkaitan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan snowball 
sampling, sepanjang data-data yang diperoleh belum lengkap dan mendalam. Teknik ini 
digunakan, apabila informasi yang didapat sangat terbatas, yaitu dengan cara bertanya 
kepada informan pertama barangkali informan pertama mengetahui siapa yang lebih 
mengetahui informasi, sehingga penulis bisa menemui informan berikutnya dan bertanya 
lebih jauh dan mendalam, demikian seterusnya. 
6. Teknik Analisa Data 
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data secara 
kualitatif dengan menggunakan model analisa data interaktif, menurut H.B Sutopo (2002 
: 91-93) teknik tersebut meliputi : 
a. Data Reduction (pegumpulan data) 
Merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan membuang hal-
hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa. Proses ini berlangsung 
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terus sepanjang pelaksanaan riset, yang dimulai dari sebelum pengumpulan data 
dilakukan. 
b. Data Display (Penyajian Data) 
Merupakan sekumpulan informasi secara sistematis yang memungkinkan penarikan 
suatu kesimpulan dapat diambil. 
c. Conclusion Data (Penarikan Kesimpulan) 
Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti hal-hal 
yang ditemui. Dari data yang diperoleh di lapangan maka dapat diambil suatu 
kesimpulan sebagai hasil akhir dari proses penelitian tersebut. 
Dalam proses analisanya, ketiga komponen tersebut di atas aktivitasnya 
berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Selama 
proses pengumpulan data berlangsung, peneliti tetap bergerak diantara komponen 
pengumpulan data tersebut. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model 
interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
Bagan I.6 Model Analisis Interaktif 
 
 
(a)                                                                         (b) 
 
(c) 
 
 
 (H.B. Sutopo, 2002: 120) 
Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat dilihat pada 
waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Artinya, 
data yang berupa catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya 
adalah data yang telah digali dan dicatat. 
Penarikan 
simpulan/verifikasi 
 
  Sajian data 
Pengumpulan 
Reduksi 
data 
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Dari dua bagian data tersebut peneliti menyusun rumusan pengertiannya secara 
singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting dalam arti pemahaman segala 
peristiwa yang dikaji yang disebut reduksi data. Kemudian diikuti penyusunan sajian data 
yang berupa cerita sistematis dan logis dengan suntingan penelitinya supaya makna 
peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami, dengan dilengkapi perabot sajian yang 
diperlukan (matriks, gambar, dan sebagainya) yang sangat mendukung kekuatan sajian. 
Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan 
unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan 
data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan 
verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya, 
maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pegumpulan data yang sudah terfokus 
untuk mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B. Sutopo, 
2002: 95-96). 
7. Validitas Data 
Validitas data sebagai proses pembuktian bahwa data yang diperoleh sesuai 
dengan kenyataan/fakta. Untuk itu, peneliti menggunakan cara triangulasi data. 
Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data yang diperoleh. Pada penelitian ini, triangulasi data 
dilaksanakan dengan membandingkan data yang sama atau pada informan yang berbeda, 
artinya apa yang diperoleh dari sumber satu, bisa lebih teruji kebenarannya jika 
dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda sehingga 
keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian suatu data akan dapat 
dikontrol oleh data yang sama namun dari sumber yang berbeda.  
BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
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A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro 
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya 
disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 
tertentu yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. UPT Malioboro 
memiliki peran penting dalam pengaturan kawasan Malioboro yang tercantum 
berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang 
pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota 
Yogyakarta. 
Dengan  Peraturan  Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro  
pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya memiliki kedudukan untuk 
menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan Kawasan Malioboro yang dipimpin 
oleh seorang Kepala, yakni Purwanto, SIP. yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas. UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro mempunyai fungsi 
pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, 
pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir dan 
transportasi yang berada di kawasan Malioboro. Untuk melaksanakan fungsi 
sebagaimana dimaksud di atas, UPT mempunyai tugas: 
a) menyusun perencanaan, program, anggaran dan laporan. 
b) melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, 
prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT. 
c) melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro. 
d) melakukan promosi kawasan Malioboro. 
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e) melakukan pembinaan, pengawasaan, pemantauan dan pengendalian 
ketentraman, ketertiban dan lalu lintas di kawasan Malioboro. 
f) melakukan urusan kerumahtanggaan  UPT. 
 
B. Visi dan Misi 
 UPT Malioboro Kota Yogyakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut, 
v Visi : 
 Menjadikan Malioboro sebagai destinasi pariwisata utama. 
v Misi : 
1. Melaksanakan pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya 
tarik wisata. 
2. Melaksanaan pembinaan kepada Usaha Masyarakat Kecil dan 
Menengah (UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro. 
3. Melaksanakan  fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana. 
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian 
ketertiban. 
5. Melaksanakan fasilitasi penanganan penegakan peraturan. 
6. Melaksanakan penataan kawasan dan kegiatan pemberdayaan komunitas 
berbasis keswadayaan. 
7. Menciptakan Malioboro nyaman dan berkesan bagi wisatawan. 
 
C. Tujuan 
 Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai ialah : 
1. Meningkatkan kualitas daya tarik dalam sektor pariwisata melalui 
pengembangan kawasan Malioboro agar menjadi tujuan utama wisatawan baik 
lokal maupun mancanegara yang pada umumnya sebagai devisa negara yang 
berada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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2. Meningkatkan pengetahuan kepada Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah 
(UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro melalui pembinaan-
pembinaan dari UPT Mallioboro sebagai modal dasar dalam usaha meningkatkan 
kualitas dan kuantitas para pedagang barang maupun jasa yang berada di 
sepanjang kawasan Malioboro. 
3. Menambah fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang kebutuhan para 
produsen yakni para pedagang maupun konsumen atau wisatawan yang berada di 
kawasan Malioboro serta memelihara fasilitas pendukung yang sudah ada 
sebelumnya. 
4. Meningkatkan kesadaran bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) 
agar dapat memaksimalkan kelancaran kegiatan dalam usaha pengembangan 
kawasan Malioboro melalui pembinaan, pengawasan, pemantauan dan 
pengendalian ketertiban. 
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi Usaha Masyarakat Kecil dan 
Menengah (UMKM) dengan cara memberikan sanksi tegas bagi setiap 
pelanggaran yang dilakukan melalui penanganan penegakan hukum yang berlaku 
di kawasan Malioboro. 
6. Meningkatkan penataan kawasan melalui program-program yang sudah 
ditetapkan sebelumnya serta memberikan pengaturan kegiatan pemberdayaan 
komunitas berbasis keswadayaan agar tercipta lingkungan yang harmonis baik 
antar Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) maupun dengan para 
wisatawan. 
7. Meningkatkan citra Malioboro di mata dunia sebagai tempat pariwisata yang 
nyaman dan berkesan bagi wisatawan melalui sopan santun dan juga tata lokasi 
pedagang yang tepat serta kemudahan akses para wisatawan dalam mengunjungi 
kawasan Malioboro sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang nantinya 
sering menjadi obyek wisata utama di DIY. 
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D. Strategi 
Untuk mewujudkan tercapainya visi, misi, dan tujuan yang diinginkan maka 
digunakan strategi sebagai berikut : 
1. Bidang pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya tarik wisata 
dengan cara mengenalkan Malioboro sebagai pusat kegiatan usaha pedagang 
kakilima agar diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah. 
2. Bidang pelaksanaan pembinaan kepada Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah 
(UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro dengan memberikan 
pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan dalam bertransaksi serta 
memberikan berbagai penyuluhan-penyuluhan. 
3. Bidang pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana dengan cara 
mengecek lampu jalan dan juga ’traffic light’ serta mengepel jalur lambat yang 
berada di sepanjang Jalan Malioboro dan juga mengatur serta menetapkan lokasi 
para pedagang di kawasan Malioboro, dan lain-lain. 
4. Bidang pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian 
ketertiban dengan memberikan sosialisasi kepada para Usaha Masyarakat Kecil 
dan Menengah (UMKM), mengawasi, memantau, serta mengendalikan seluruh 
kegiatan di Kawasan Malioboro agar tercipta suasana tertib dalam usaha 
meningkatkan kualitas pelyanan terhadap wisatawan. 
5. Bidang pelaksanaan fasilitasi penanganan penegakan peraturan dengan 
memberikan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). 
6. Bidang pelaksanaan penataan kawasan dan kegiatan pemberdayaan komunitas 
berbasis keswadayaan dengan cara melarang menambah jumlah pedagang 
sepanjang Jalan Malioboro – A. Yani, menempatkan pedagang kakilima pada 
 lxii
trotoar di persimpangan jalan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, 
sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan. 
7. Bidang penciptaan Malioboro nyaman dan berkesan bagi wisatawan dengan 
memberikan pelayanan secara optimal melalui pemberdayaan dan promosi, 
pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana dan prasarana, serta meningkatkan 
ketentraman, ketertiban dan lalu lintas agar menambah kesan slogan ”Kota 
Yogyakarta Aman dan Berhati Nyaman”. 
 
E. Kebijakan 
Untuk menjabarkan strategi tersebut ke dalam program kegiatan diperlukan 
kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 
1. Pemberian hak dan kewajiban kepada PKL Malioboro 
Keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta khususnya di kawasan 
Malioboro pada dasarnya hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan 
hidup. Disamping mempunyai hak, pedagang kakilima juga berkewajiban 
menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati 
hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang "Berhati Nyaman". 
Disamping melakukan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan 
pembinaan terhadap    pedagang kakilima Pemkot juga harus memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kota Yogyakarta. 
2. Pemberian izin 
Ketentuan ini berlaku bagi seluruh PKL yang ada di Kota Yogyakarta terutama di 
kawasan Malioboro. Beberapa bentuk perizinan antara lain, setiap pedagang 
wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima, 
izin lokasi harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah 
dilihat dan dibaca oleh umum, dan sebagainya. Adapun izin tidak berlaku jika 
meninggal dunia, terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan atau persil, pindah 
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lokasi tempat usaha, dan lain-lain. Pemberian izin ini merupakan syarat utama 
yang harus dimiliki setiap PKL di Malioboro. 
3. Pemberian peraturan yang berlaku bagi PKL Malioboro 
Peraturan yang diberikan oleh UPT Malioboro atas nama Pemkot Yogyakarta 
untuk PKL Malioboro ini bersifat tegas. Peraturan itu memiliki ketentuan yang 
harus dipatuhi oleh setiap PKL malioboro, diantaranya penentuan lokasi 
berdagang, penataan pedagang, larangan-larangan dalam menjalankan kegiatan 
berdagang serta sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 
PKL Malioboro. Untuk itulah peraturan ini harus dipahami dan dilaksanakan 
oleh setiap PKL di Kawasan Malioboro. 
 
F. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok UPT Malioboro serta Pendistribusian 
Tugas 
Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang 
pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota 
Yogyakarta maka Struktur Organisasi UPT Malioboro Kota Yogyakarta terdiri atas: 
1. Kepala UPT 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
3. Divisi Pemberdayaan dan Promosi 
4. Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana 
5. Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas 
Dengan uraian tugas sebagai berikut : 
1. Kepala UPT 
Kepala UPT mempunyai tugas: 
a) Menetapkan rencana kebijakan (strategis) untuk mencapai visi, misi dan 
tujuan UPT. 
 lxiv
b) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah yang berkaitan 
dengan ketugasan UPT. 
c) Mendistribusikan tugas, sumberdaya dan tanggung jawab kepada Divisi 
Pemberdayaan dan Promosi, Divisi Pemeliharaan Kebersihan, 
Pertamanan, Sarana dan Prasarana serta Divisi Ketentraman, Ketertiban 
dan Lalu Lintas. 
d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar 
pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
e) Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas UPT. 
f) Mengusulkan calon pejabat Kepala Divisi dan Koordinator Urusan 
dilingkup UPT. 
g) Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan 
keuangan UPT. 
h) Menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan pengelolaan kawasan 
Malioboro Kepada Walikota melalui Kepala Dinas. 
2. Sub Bagian Tata Usaha 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, 
kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan. Sub Bagian Tata Usaha 
mempunyai rincian tugas: 
a) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 
permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, 
kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan. 
b) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 
melaporkan kegiatan Sub Bagian. 
c) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk 
teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, 
administrasi data dan pelaporan 
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d) Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan 
sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan 
dengan organisasi dan tatalaksana. 
e) Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan 
dan pendistribusian. 
f) Memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler. 
g) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan 
kerumahtanggaan lainnya. 
h) Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ 
pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor. 
i) Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana 
kantor. 
j) Membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan 
gedung. 
k) Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan 
usulan penghapusan sarana prasarana kantor. 
l) Melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan 
pelatihan pegawai. 
m) Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja. 
n) Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor. 
o) Membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, 
pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai. 
p) Mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan. 
q) Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di 
lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
evaluasi dan pelaporan. 
r) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian. 
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s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. 
3. Divisi Pemberdayaan dan Promosi 
Divisi Pemberdayaan dan Promosi berfungsi sebagai penanggung jawab 
teknis bidang pemberdayaan komunitas Malioboro dan promosi kawasan 
Malioboro. Divisi Pemberdayaan dan Promosi mempunyai rincian tugas: 
a) Melaksanaan fasilitasi pembinaan kepada Usaha Masyarakat Kecil dan 
Menengah (UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro. 
b) Melaksanakan pelayanan informasi pariwisata, pembuatan materi promosi 
dan informasi pariwisata. 
c) Menyelenggarakan pembinaan kepariwisataan dan pelayanan informasi 
pariwisata. 
d) Melaksanakan pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya tarik 
wisata. 
e) Melaksanakan pemberian perizinan pedagang kaki lima. 
f) Melaksanakan penataan lokasi pedagang kaki lima. 
g) Melaksanakan pembinaan pedagang kaki lima. 
h) Melaksanakan penarikan retribusi kebersihan di kawasan Malioboro. 
i) Melaksanakan penarikan pajak restoran pedagang kaki lima di kawasan 
Malioboro. 
j) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. 
4. Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana 
Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana 
berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang pemeliharaan kebersihan, 
pertamanan, sarana dan prasarana kawasan Malioboro. Divisi Pemeliharaan 
Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana mempunyai rincian tugas: 
a) Melaksanakan pengelolaan kebersihan di kawasan Malioboro. 
b) Melaksanakan fasilitasi pemeliharaan taman. 
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c) Melaksanakan  fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana pengairan dan 
drainase. 
d) Melaksanakan pemeliharaan ringan trotoar, jalan dan bangunan pelengkap 
jalan  serta  pengecatan kerp. 
e) Melaksanakan pemeliharaan inlet permukaan/chamber  Saluran Air Limbah 
(SAL). 
f) Melaksanakan pemeliharaan fasilitas umum kamar mandi dan WC. 
g) Melaksanakan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), lampu 
hias, lampu taman, lampu antik beserta asesorisnya. 
h) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. 
5. Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas 
Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas berfungsi sebagai 
penanggung jawab teknis bidang pembinaan, pengawasaan, pemantauan dan 
pengendalian Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas kawasan Malioboro. 
Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas mempunyai rincian tugas: 
a) Melaksanakan fasilitasi penyusunan pola pengaturan dan rekayasa dengan 
instansi terkait. 
b) Melaksanakan pemeliharaan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan 
rambu dengan koordinasi dengan instansi terkait. 
c) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian 
ketertiban kelancaran lalu lintas. 
d) Melaksanakan fasilitasi pengaturan dan pengamanan jalan di luar 
kepentingan lalu lintas. 
e) Melaksanakan fasilitasi penanganan penegakan peraturan dibidang 
perhubungan dan penegakan peraturan perundangan lainnya. 
f) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perparkiran. 
g) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru parkir. 
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h) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kebijakan manajemen perparkiran. 
i) Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir. 
j) Melaksanakan fasilitasi penumbuhan kader ketertiban. 
k) Melaksanakan kegiatan sambang wilayah dan pengawasan pelanggaran 
peraturan daerah. 
l) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT. 
Dengan struktur organisasi sesuai dengan bagan berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan II.1  
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro Kota 
Yogyakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPALA  
UPT 
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 
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Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan 
Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,  sinkronisasi  
dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing  
maupun  antar satuan organisasi  sesuai  dengan  tugas pokok masing-masing. UPT 
Pengelolaan Kawasan Malioboro dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan berkerjasama dengan LPKKM. 
LPKKM adalah mitra kerja UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. LPKKM bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. LPKKM mempunyai tugas: 
• Menyusun aturan internal yang berkaitan dengan kegiatan Komunitas dengan 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
• Memberikan usulan perencanaan penataan kawasan dan kegiatan pemberdayaan 
komunitas. 
• Membantu dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataan kawasan dan 
kegiatan pemberdayaan komunitas berbasis keswadayaan, berupa : 
ž penggalian dan pemanfaatan sumber daya Komunitas. 
ž fasilitasi dan mediasi kepentingan Komunitas. 
• Membantu dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan perundang-
undangan pada Kawasan Malioboro. 
LPKKM terdiri atas: 
• Anggota LPKKM adalah semua pelaku kegiatan yang melakukan kegiatan secara 
 
DIVISI  
PEMBERDAYAAN 
DAN PROMOSI 
DIVISI  
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN, 
PERTAMANAN, SARANA DAN 
PRASARANA 
DIVISI  
KETENTRAMAN, 
KETERTIBAN DAN 
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langsung dan aktif di bidang usaha perdagangan, kepariwisataan dan transportasi 
secara terus menerus tidak terputus sekurang-kurangnya selama enam bulan berturut-
turut di Kawasan Malioboro wajib menjadi anggota LPKKM. 
• Pengurus LPKKM adalah anggota LPKKM yang dipilih dengan tata cara pemilihan 
pengurus LPKKM. 
 
Susunan pengurus dan tugas pengurus LPKKM adalah: 
ž Ketua 
Mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas pengurus serta melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian Perdagangangan 
Koperasi dan Pertanian. 
ž Wakil Ketua I 
Mempunyai tugas membantu Ketua LPPKM dalam mengkordinasikan ketugasan 
Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Bidang Sarana dan Prasarana. 
ž Wakil Ketua II 
Mempunyai tugas membantu Ketua LPPKM dalam mengkordinasikan ketugasan 
Bidang Kebersihan dan Lingkungan serta Bidang Pemberdayaan Komunitas. 
ž Sekretaris 
Mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan dan membantu Ketua dalam koordinasi  
pelaksanaan tugas-tugasnya.   
ž Wakil Sekretaris 
Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memfasilitasi kegiatan dan 
membantu Ketua dalam koordinasi  pelaksanaan tugas-tugasnya 
ž Bendahara 
Mempunyai tugas bertanggung jawab atas administrasi keuangan LPKKM. 
ž Wakil Bendahara 
Mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan administrasi 
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keuangan LPKKM. 
Seksi-seksi, yang terdiri dari : 
ž Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 
Mempunyai tugas melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan ketentraman 
Kawasan. 
ž Seksi Sarana Prasarana 
Mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kawasan yang 
berbasis keswadayaan. 
ž Seksi Kebersihan dan Lingkungan 
Mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan lingkungan 
kawasan yang berbasis keswadayaan. 
ž Seksi Pemberdayaan Komunitas 
Mempunyai tugas melakukan penataan kawasan yang berbasis keswadayaan dan 
pembinaan kepada seluruh anggota LPKKM yang berupa penggalian dan 
pemanfaatan sumber daya Komunitas serta fasilitas dan mediasi kepentingan 
Komunitas. 
 
G. Susunan Kepegawaian 
Untuk menjalankan setiap kebijakan/program/kegiatan yang dimiliki maka Unit 
Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro didukung dengan sumber daya 
manusia yang cukup memadai dan solid yang tersusun secara rapi dalam susunan 
kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang memiliki 18 
pegawai yang terdiri dari: 1 orang Kepala UPT Malioboro, 1 orang Kasubag Umum, dan 
16 orang staff. 
Adapun komposisi Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan 
Malioboro, sebagai berikut: 
Tabel II.1 
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Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 
SD 1 5,55 
SLTP 1 5,55 
SLTA 8 44,45 
D3 1 5,55 
S1 7 38,90 
Jumlah 18 100 
Sumber: UPT Malioboro 
 
Berdasarkan tabel 2.1 Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan 
Malioboro yang berpendidikan tingkat SLTA mempunyai jumlah terbanyak yaitu 8 orang 
atau 44,45% dari seluruh jumlah pegawai. Sedangkan pegawai dengan tingkat 
pendidikan S1 merupakan pegawai terbanyak kedua setelah SLTA , yakni sebanyak 7 
orang atau 38,90 %. Ini merupakan suatu nilai tambah tingkat kualitas pegawai yang 
berada di UPT Malioboro yang hanya terdiri dari 18 orang pegawai saja. 
 
 
 
 
Tabel II.2 
Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat atau Golongan 
Pangkat / Golongan Jumlah Persentase (%) 
II/a 6 33,34 
II/c 3 16,67 
II/d 1 5,55 
III/a 3 16,67 
III/b 3 16,67 
III/d 1 5,55 
Lainnya 1 5,55 
Jumlah 18 100 
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Sumber: UPT Malioboro 
 
Berdasarkan tabel 2.2 komposisi pegawai berdasar pangkat atau golongan yang 
paling banyak adalah golongan II/a sebanyak 6 orang atau dengan persentase sebanyak 
33,34% kemudian untuk urutan selanjutnya adalah golongan II/c, III/a, dan III/b masing-
masing berjumlah 3 orang atau 16,67%. Sedangkan untuk jumlah pegawai golongan II/d, 
III/d, dan lainnya masing-masing berjumlah 1 orang atau 5,55%. 
  
Tabel II.3 
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
Pria 14 77,78 
Wanita 4 22,22 
Jumlah 18 100 
  Sumber: UPT Malioboro 
 
 
Berdasarkan tabel 2.3 komposisi pegawai berdasar jenis kelamin yang 
mendominasi adalah pria sebanyak 14 orang atau dengan persentase sebanyak 77,78%. 
Sedangkan untuk jumlah pegawai wanita adalah 4 orang atau 22,22%. 
 
H. Persebaran Pedagang Kaki Lima Malioboro 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dan data yang diperoleh dari UPT 
Malioboro dapat diketahui jumlah dan persebaran PKL yang berada di Malioboro. 
Jumlah PKL Malioboro pada tahun 2010 sebanyak 1.393 PKL, tersebar di 3 wilayah 
Kecamatan, yakni Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondomanan, dan Kecamatan 
Danurejan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Paguyuban PKL yang berada di 
Malioboro, yakni Pemalni, Padma dan Tri Dharma, jumlah PKL yang berada di 
Kecamatan Gedongtengen tercatat 651 PKL (53,36%), Kecamatan Gondomanan terdapat 
430 PKL (35,25%), dan di Kecamatan Danurejan ada 312 PKL (11,39%). 
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Tabel II.4 
Jumlah PKL per Kecamatan di Kawasan Malioboro Tahun 2010 
No Kecamatan Jumlah % 
1 Gedongtengen 651 46,73 
2 Gondomanan 430 30,87 
3 Danurejan 312 22,40 
 Total 1.393 100 
Sumber: UPT Malioboro 
 
Adapun jumlah persebaran PKL dari 3 wilayah kecamatan ini yang memiliki 
paguyuban PKL yang ada di Malioboro. Para PKL tersebut tersebar menjadi 5 
paguyuban, yakni Paguyuban Handayani, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro 
(PPLM), Paguyuban Tri Dharma, Paguyuban Angkringan Danurejan Malioboro (Padma), 
dan Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni). Jumlah anggota masing-masing 
paguyuban PKL di Malioboro dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel II.5 
Jumlah PKL per Paguyuban di Kawasan Malioboro Tahun 2010 
No Kecamatan Jumlah % 
1 Paguyuban Handayani 87 6,24 
2 Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) 86 6,17 
3 Paguyuban Tri Dharma 823 59,08 
4 Paguyuban Angkringan Danurejan Malioboro (Padma) 40 2,87 
5 Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) 357 25,64 
 Jumlah 1.393 100 
Sumber: Wawancara Ketua Paguyuban 
 
Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro keseluruhan merupakan PKL dengan 
bangunan yang tidak permanen dalam arti setiap selesai berdagang harus mengemasi 
barang dagangan dan lapaknya tanpa tersisa sedikitpun. Dengan bangunan yang tidak 
permanen, tempat usaha para PKL atau lapak-lapak ini sudah ditentukan ukuran lapak 
oleh pemerintah setempat. Meski begitu, tidak semua lapak ini jenisnya harus sama, 
 lxxv
karena bagaimanapun juga para PKL memiliki barang dagangan yang berbeda-beda. 
Type bangunan yang ditentukan juga sering disebut dengan bangunan bongkar pasang, 
gerobag atau gelaran/dasaran/lesehan. Type bangunan ini juga merupakan ciri khas 
masing-masing paguyuban PKL di kawasan Malioboro. 
Tabel II.6 
Type Bangunan/Tempat PKL  
Di Kawasan Malioboro 
No Type Bangunan/Tempat Paguyuban 
1 Bongkar pasang tenda Tri Dharma dan Pemalni 
2 Gerobag/angkringan Padma 
3 Gelaran/lesehan Handayani dan PPLM 
Sumber : UPT Malioboro 
 
Umumnya jenis usaha PKL di Kawasan Malioboro ini adalah penjual pakaian, 
sandal, tas, cinderamata, warung angkringan, bakso, mie ayam, lesehan, dan lain-lain. 
Usaha PKL ini berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan para wisatawan. 
Harga dari jenis dagangan yang dijual oleh para PKL merupakan harga standar daerah 
pariwisata, meski demikian harga tersebut harus dicantumkan oleh PKL agar diketahui 
oleh para pengunjung, terutama mereka yang menjual makanan atau lesehan. Ini 
merupakan kebijakan dari Pemkot agar nantinya para pengunujung tidak merasa tertipu 
oleh harga yang tiba-tiba melambung tinggi yang dilakukan oleh para PKL. Hal ini 
dikarenakan para PKL juga ingin mengenalkan makanan serta souvenir khas Yogyakarta 
yang nantinya sebagai oleh-oleh bagi para pengunjung, serta memberi kesan bahwa 
Malioboro nantinya dapat dikunjungi lagi oleh wisatawan tersebut lain waktu dengan 
membawa serta pengunjung yang lain. 
Ditinjau dari waktu berdagang, lamanya waktu berdagang PKL sudah ditentukan 
oleh Pemkot sendiri, hal ini diusahakan agar tidak terjadi kecemburuan serta bentrok 
antar PKL yang berada di Kawasan Malioboro. Lama berdagang ini sudah ditentukan 
waktu dan jamnya. 
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Tabel II.7 
Waktu Berdagang PKL 
No Jenis Dagangan Waktu Berdagang 
1 
2 
3 
 
4 
 
Pakaian dan Souvenir 
Lesehan 
Angkringan 
 
Bakso dan Mie Ayam 
 
Pukul 08.00 – 21.00 WIB 
Pukul 18.00 – 04.00 WIB 
Siang: Pukul 07.00 – 17.00 WIB 
Malam: Pukul 18.00 – 04.00 WIB 
Siang: Pukul 07.00 – 17.00 WIB 
Malam: Pukul 18.00 – 04.00 WIB 
 Sumber : UPT Malioboro 
 
Tingkat kesadaran PKL dalam pengelolaan limbah, kebersihan, dan kerapian 
lingkungan sekitar sudah relatif terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan daerah yang 
ditempati oleh para PKL adalah daerah pariwisata, di mana jika tidak diusahakan sebaik 
mungkin maka pengunjung menjadi tidak nyaman yang akhirnya Malioboro menjadi sepi 
pengunjung yang juga akan merugikan PKL sendiri. Peraturan mengenai limbah ini pun 
telah dibedakan antara makanan dengan non makanan, di mana makanan harus lebih 
banyak membayar retribusi dibandingkan yang non makanan. 
Jadi untuk gambaran luas persebaran PKL di Malioboro serta ketentuan-ketentuan 
yang berlaku di dalamnya tidak menjadi persoalan bagi Pemkot setempat dan juga para 
PKL itu sendiri. Peraturan yang dibuat itupun untuk kepuasan bersama dan bukan untuk 
dilanggar. Visi bersama yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dengan para PKL Malioboro 
adalah menjadikan Yogyakarta khusuanya Malioboro menjadi daerah pariwisata yang 
tetap nyaman dan berkesan bagi pengunjung. 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Kebijakan yang Dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam Pengaturan 
PKL Malioboro yang Berkaitan dengan Sektor Pariwisata 
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Pada dasarnya penerapan kebijakan yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam 
pengaturan pedagang kaki lima merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah 
yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. Penerapan kebijakan 
tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh 
Pemkot DIY, No. 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang 
selanjutnya menjadi Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 88 Tahun 2003 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 tahun 2002 Tentang Penataan 
Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar kegiatan usaha 
pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik 
Pariwisata Daerah. 
Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Yogyakarta khususnya Malioboro telah 
dilaksanakan sejak tahun 2002. Pada saat itu dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar 
Kota Yogyakarta yang bekerjasama deengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Yogyakarta. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah PKL di Malioboro, maka 
dibentuklah Kantor Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang 
selanjutnya disingkat UPT Malioboro pada tahun 2009. Sejak saat itu tugas untuk 
mengimplemetasikan kebijakan penataan dan pembinaan PKL Malioboro dijalankan oleh 
kantor UPT Malioboro. 
Pelaksanaan Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima 
di Kota Yogyakarta dilaksanakan di seluruh wilayah Propinsi DIY. Dari keseluruhan 
wilayah Propinsi DIY penulis mengambil 1 sampel, yaitu PKL di kawasan Malioboro di 
mana kawasan ini merupakan salah satu tempat pariwisata di Yogyakarta yang banyak 
dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun asing. 
Banyaknya jumlah PKL yang ada di Propinsi DIY membuat pemerintah setempat 
menjadi berfikir bagaimana agar para PKL itu nantinya dapat menjadi sumber PAD dan 
tidak menimbulkan keresahan. Begitu pula para PKL yang ada di Kawasan Malioboro 
yang sudah ada sekitar tahun 1987 di mana para PKL ini sudah menempati Malioboro 
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tanpa ada himbauan dari pemerintah DIY. Hal ini diungkapkan oleh Kasubag Umum 
UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS., yang merupakan Sarjana dari Prodi 
Sejarah, Fakultas Sastra, UNS tahun 2000, sebagai berikut: 
”kalau gak salah PKL Malioboro itu sudah ada antara tahun 1987 sampai 1990an, 
dan mereka itu datang sendiri, karena yang bikin ramai itu ya sudah ada toko-toko 
di Malioboro, jadi mereka ikut berjualan di situ.....” 
(Wawancara, 14 April 2010) 
Pendapat di atas menjelaskan bahwa maraknya PKL di kawasan Malioboro 
disebabkan karena sudah adanya toko-toko yang berjualan di sekitar tempat itu. Faktor 
ekonomi tetap menjadi alasan dominan yang mendorong masyarakat terjun ke usaha 
informal. PKL menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut 
penuturan Ibu Beti, seorang PKL yang juga merupakan Sekretaris Paguyuban Padma: 
”.....kepepet, lha mau gimana lagi? Lha wong saya juga ngasih makan 2 anak saya 
mas, kalo gak kerja, yang mau ngasih makan anak saya siapa?” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Pendapat tersebut sejalan dengan pengakuan Bapak Rudiarto, seoarang penjual 
konveksi yang juga sebagai Ketua dari Paguyuban Tri Dharma yang mengemukakan 
alasan menjadi PKL: 
”....namanya orang punya cita-cita jadi PKL kan gak ada mas, ya saya terpaksa 
aja, tapi terpaksanya jadi menikmati, lha udah jadi PKL di Malioboro 15 tahun 
kok mas, ha..ha..ha....!!!” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Selain itu, faktor modal juga menjadi alasan terjunnya masyarakat di usaha PKL. 
Hal ini diutarakan oleh Bapak Prasetyo Sukidi, penjual Warung Lesehan yang juga Ketua 
PPLM: 
”saya itu lihat Malioboro prospek ke depannya maju, berkembang, strategis. Jadi 
karna saya modal terbatas, ya saya jadi PKL aja di sini.” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Kurangnya SDA di Yogyakarta, juga menjadi alasan para PKL berjualan di 
Malioboro. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Ari Wanani, penjual kaos yang juga sebagai 
Ketua Paguyuban Pemalni: 
“....sektor formal di Yogya kan terbatas, Yogya juga minim SDA, jadi ya saya ada 
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kemauan, ketrampilan, sama modal plus tempat strategis, ya saya jadi PKL di 
sini...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Hal senada juga diucapkan oleh Bapak Sogi Wartono, seorang penjual bakso dan 
mie ayam yang juga Ketua Paguyuban Handayani: 
”...justru mengurangi pengangguran mas, jadi kan pemerintah gak harus nyari 
pekerja, ya kita menciptakan lapangan pekerjaan, kita juga pake modal sendiri, 
kita di sini nyari nafkah lho mas...” 
(Wawancara, 27 April 2010) 
Keadaan PKL yang semrawut dan tidak tertata rapi mengundang banyak protes 
dan keluhan dari para PKL sendiri terutama dari ketua Paguyuban. Semrawutnya lapak 
PKL telah dianggap sebagai sumber masalah di lingkungan sekitar tempat jualan mereka. 
Seperti yang diungkapkan Ibu Beti, sebagai anggota Padma sebagai berikut: 
”.....ada mas PKL yang semrawut, nah tenda biru itu kan sebenarnya gak boleh 
ya, terus gerobag, itu semua dah ditetapkan sama Pemkot, tapi ya masih aja 
dilanggar, padahal dah tak peringatin, tapi ya malah mereka bilang apa Bu Beti 
ini Ketua to? Ya saya terpaksa ngalah, daripada ribut, biar Satpol PP aja mas yang 
ngurus...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Reaksi dari salah satu PKL tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemkot dengan 
melaksanakan Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima melalui Pengelolaan Program 
Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro dengan 
beberapa tahap kegiatan sebagai berikut : 
1. Tahap sosialisasi kebijakan 
Sosialisasi kebijakan tentang Penataaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh 
Pemkot DIY, No. 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, merupakan 
dasar hukum bagi Pemkot Yogyakarta untuk mengatasi persoalan PKL. Sebagai pedoman 
pelaksanaanya Pemkot Yogyakarta kemudian menerbitkan Keputusan Walikota 
Yogyakarta, No. 88 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Yogyakarta No. 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan 
tersebut merupakan peraturan secara meluas bagi seluruh PKL yang ada di Propinsi DIY. 
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Lebih spesifik lagi Pemkot mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 10 Tahun 
2004 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro – Jalan A. Yani yang 
kemudian diperbaharui lagi dengan adanya Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 119 
Tahun 2004 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. 
Yani yang selanjutnya menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta, No. 115 Tahun 2005 
Tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta No.119 Tahun 2004 Tentang 
Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani. 
Untuk memperjelas pemahaman tentang pelaksanaan peraturan tersebut, Pemkot 
Yogyakarta terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan mengenalkan dan 
menjelaskan tentang berbagai aturan sebagaimana tertuang dalam Perda dan SK Walikota 
yang mengatur PKL. Diantara peraturan tersebut berisi tentang ketentuan umum, 
perizinan, pencabutan izin, pembinaan, serta pengaturan umum dan pengaturan khusus. 
Sosialisasi ini bertujuan mengadakan pendekatan kepada PKL agar mematuhi Perda dan 
Perwal sehingga nantinya diharapkan akan muncul kesadaran untuk menjaga kebersihan 
dan kerapian kota khususnya Malioboro. Pelaksanaan sosialisasi melibatkan beberapa 
instansi dan pihak yang terkait, antara lain UPT Malioboro, Satpol  PP dan Paguyuban 
PKL. 
Sosialisasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Malioboro 
dilakukan dalam 2 cara. Cara 1 dilaksanakan dengan pendekatan per individu PKL. 
Tahap 2 dilaksanakan dengan mengundang masing-masing perwakilan dari PKL atau 
Ketua Paguyuban untuk hadir dalam acara rembug bersama, musyawarah untuk mufakat. 
Sikap yang digunakan pada tahap sosialisasi menggunakan cara persuasif, yaitu dengan 
secara langsung, memberikan  penjelasan mengenai Perwal secara door to door , yaitu 
aparat petugas mensosialisasikan kepada setiap PKL dengan mendatangi mereka untuk 
diberi penjelasan dan pengarahan atau dengan cara mengundang mereka untuk 
berkumpul di Kecamatan ataupan Kantor UPT Malioboro untuk diberikan informasi dan 
pengarahan kepada PKL. Setelah PKL tahu diharapkan mereka dapat memahami dan 
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mematuhi aturan agar apa yang sudah menjadi tujuan program dapat tercapai. 
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak 
Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
”Kalau masalah sosialisasi itu ya kita manggil koordinatornya (ketua paguyuban), 
kita ajak rembugan. Kita juga ada pertemuan rutin sama LPKKM lho mas. Kita 
juga turun ke lapangan, jadi sekian banyak PKL di Malioboro itu kita sosialisasi 
satu per satu, memang capek sih, mau gimana lagi, itu sudah menjadi tugas 
kami.” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Dalam sosialisasi secara langsung dilaksanakan oleh Kantor UPT Malioboro 
melibatkan paguyuban PKL yang ada. Keuntungan Pemkot dalam bekerjasama dengan  
paguyuban PKL adalah mendapatkan masukan, saran, atau kritik dari PKL mengenai 
masalah-masalah yang ada sehingga PKL juga dilibatkan dalam proses perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yulianto, Anggota Satpol PP yang 
bertugas di Malioboro, sebagai berikut: 
“Di Malioboro ini PKLnya enak mas, manut-manut, kita punya program, ya kita 
rembug bareng-bareng, jadi jarang yang ngeyel mas…” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Dari pernyataan di atas kegiataan sosialisasi dilakukan bersifat preventif, 
bertujuan mencegah adanya pelanggaran dengan mengenalkan terlebih dahulu tentang 
aturan dalam Perda, selain itu sosialisasi juga bersifat kuratif, dimaksudkan untuk 
menumbuhkan kesadaran PKL agar mereka tidak melakukan pelanggaran lagi yang 
mengarah pada kegiatan pembinaan PKL. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor UPT 
Malioboro ada kegiatan yang bersifat represif dan juga bersifat eksekusi. Represif ini 
adalah pemberian Surat Peringatan 1 dan 2 jika ada PKL yang masih melakukan 
pelanggaran yang selanjutnya akan dieksekusi. Eksekusi dimaksudkan dengan penyitaan, 
perampasan merupakan kewenangan Satpol PP, jadi Kantor UPT Malioboro hanya 
merekomendasikan, ketika sudah memberikan tahap pembinaan, penataan, dan 
penertiban para PKL tetap tidak bersedia mematuhi Perwal maka dilakukan koordinasi 
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dengan Ketua Paguyuban serta Satpol PP sehingga wewenang eksekusi tetap ada pada 
penegak Perwal yaitu Satpol PP. 
Agar pelaksanaan Perda berjalan secara maksimal maka jadwal sosialisasi 
dilaksanakan setiap hari. Hal ini dimaksudkan agar setiap PKL yang ada lebih mematuhi 
Perwal yang berlaku di kawasan Malioboro. Sosialisasi ini bukan hanya kata-kata saja, 
tetapi lebih ke arah monitoring, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alek Wahyudi 
Triwidodo, SE., salah seorang Staff UPT Malioboro: 
“…Saya dan teman-teman itu tiap hari ngecek kegiatan yang ada di Malioboro 
mas, namanya manusia ya, sifat PKL itu kan beda-beda, mungkin hari ini nurut, 
besoknya udah nggak…” 
(Wawancara, 19 april 2010) 
Mengenai perizinan PKL dalam usahanya berdagang pun sudah diatur oleh 
Perwal. Adapun beberapa ketentuan perizinan itu antara lain: 
ž Setiap pedagang wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan Kartu Identitas 
Pedagang Kakilima. 
ž Izin dikeluarkan oleh Camat atasnama Walikota. 
ž Izin berlaku selama 2 (dua) tahun. 
ž Izin lokasi harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah 
dilihat dan dibaca oleh umum. 
ž Kartu identitas pedagang wajib dibawa pada saat melakukan kegiatan usaha. 
Ketentuan izin inipun menjadi tidak berlaku jika ada beberapa alasan, antara lain: 
- Meninggal dunia 
- Pindah lokasi tempat usaha 
- Terjadi pergantian pemilik 
- Habis masa berlakunya 
- Terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan atau persil 
- Terjadi perubahan waktu kegiatan usaha 
- Terjadi perubahan ukuran keluasan lokasi kegiatan usaha 
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Dari sekian hasil wawancara dengan Pegawai UPT Malioboro, Anggota Satpol 
PP, dan Ketua masing-masing Paguyuban, dapat disimpulkan bahwa tahap sosialisasi 
mengenai Perwal yang baru itu sudah berjalan lancar dan baik, dan tidak menemui 
hambatan-hambatan yang berarti, sehingga nantinya untuk informasi susulan yang akan 
disampaikan UPT Malioboro tetap akan berjalan lancar. 
2. Tahap Penataan 
Penataan PKL merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk 
memberdayakan PKL dengan memberikan tempat usaha yang layak, sesuai dengan 
ketentuan perundangan yang ditetapkan serta tetap memperhatikan Rencana Umum Tata 
Ruang Kota (RUTRK) yang dikeluarkan oleh masing-masing kota yang berkepentingan 
(Kota Yogyakarta) yang dilakukan olch UPT Malioboro Yogyakarta agar program yang 
sedang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien 
dalam menangani masalah PKL. 
Tujuan dari penataan PKL adalah untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan 
keteraturan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dcngan memanfaatkan 
tempat usaha secara lebih baik sehingga mengurangi terjadinya permasalahan sosial pada 
masyarakat. Tahap penataan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 
26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima BAB II, tentang Lokasi, pada 
Pasal 2. yang selanjutnya diperbarui dengan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta, No. 
115 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta No.119 Tahun 2004 
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani. 
Konsep Penataan PKL dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, 
ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Kota Yogyakarta melalui zoning-zoning PKL 
yang diwujudkan dalam: 
a. Pembentukan Kawasan PKL, yaitu tempat atau lokasi yang digunakan untuk 
menampung PKL yang sudah ditentukan tempat berdagangnya. 
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b. Pembentukan sarana dan prasarana PKL berdagang, yakni ketentuan jenis 
lapak dan dasaran sebagai tempat PKL berdagang. 
c. Waktu berdagang, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh Perwal tentang 
waktu pelaksanaan PKL berdagang. 
Dari ketiga aspek tersebut, secara rinci dapat dilihat melalui tabel di bawah 
ini: 
 
Tabel III.1 
Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani 
 
Blok Lokasi Kelompok Pedagang 
Kakilima 
Ketentuan 
I Sisi barat Jalan 
Malioboro dan Jalan A. 
Yani (Ujung utara Jalan 
Malioboro sampai 
dengan depan Bioskop 
Indra) 
Pedagang kakilima yang 
menghadap toko 
1. Jenis dagangan: pakaian, sandal, tas dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), 
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai 
dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar 
kurang dari 1,5 meter. 
3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 meter.
4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
Pedagang kakilima yang 
menmbelakangi toko 
1. Jenis dagangan: cinderamata dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang pilar ditambah 30 cm kanan kiri pilar, maksimal 
lebar 0,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini 
bagi yang kurang dari ketentuan tersebut.
3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 
1,25 meter dan yang berada di depan etalase toko 
menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5 
meter. 
4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
Pedagang Kakilima 
Lesehan 
1. Jenis dagangan: burung dara goreng, ayam goreng, gudeg 
dan sejenisnya. 
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 7,5 meter, maksimal lebar 2 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan): 
pukul 21.30 WIB dan atau setelah toko tutup 
pukul 04.00 WIB. 
 
II Sisi barat Jalan A. Yani 
(Bioskop Indra ke selatan 
sampai dengan utara 
pertigaan Jalan 
Reksobayan/Ngejaman 
Pedagang kakilima yang 
menghadap toko dan 
gereja GPIB 
1. Jenis dagangan: pakaian, sandal, tas dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan keg
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai 
dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar 
kurang dari 1,5 meter. 
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3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 meter.
4. Waktu melakukan kegiatan usaha (terma
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
 
Pedagang kakilima yang 
membelakangi toko dan 
gereja GPIB 
1. Jenis dagangan: pakaian, sandal, tas dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai 
dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar 
kurang dari 1,5 meter. 
3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maks
1,25 meter dan yang berada di depan etalase toko 
menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5 
meter. 
4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
5. Jika menggunakan tenda maksimal tingg
 
III Sisi timur Jalan 
Malioboro (Depan Hotel 
Garuda sampai dengan 
utara Jalan Perwakilan) 
Pedagang kakilima 
makanan dan minuman 
1. Jenis dagangan: bakso, mie ayam, es dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 3 meter, maksimal lebar 2 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan):
a. Siang: pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 
WIB atau 
b. Malam: pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 
04.00 WIB 
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
 
Pedagang kakilima 
lesehan 
1. Jenis dagangan: burung dara goreng, ayam goreng, gudeg 
dan sejenisnya. 
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 7,5 meter, maksimal lebar 2 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan): 
pukul 18.00 WIB dan atau setelah toko tutup sampai dengan 
pukul 04.00 WIB. 
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
 
Pedagang kakilima 
angkringan 
1. Jenis dagangan: makanan dan minuman.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiata
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 2 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan):
a. Siang: pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 
WIB atau 
b. Malam: pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 
04.00 WIB 
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
 
IV Sisi timur Jalan 
Malioboro dan Jalan A. 
Yani (Jalan Perwakilan 
sampai dengan utara 
Pasar Beringharjo) 
Pedagang kakilima yang 
menghadap toko 
1. Jenis dagangan: pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan 
oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan u
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai 
dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar 
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kurang dari 1,5 meter. 
3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 meter.
4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk per
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
Pedagang kakilima yang 
menmbelakangi toko 
1. Jenis dagangan: pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan 
oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang pilar ditambah 30 cm kanan kiri pilar, maksimal 
lebar 0,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini 
bagi yang kurang dari ketentuan tersebut.
3. Tinggi dagangan dari lantai yang b
1,25 meter dan yang berada di depan etalase toko 
menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5 
meter. 
4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
Pedagang kakilima 
makanan dan minuman 
1. Jenis dagangan: bakso, mie ayam, es dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 3 meter, maksimal lebar 2 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan):
a. Siang: pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 
WIB atau 
b. Malam: pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 
04.00 WIB 
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
 
Pedagang kakilima 
lesehan 
1. Jenis dagangan: burung dara goreng, ayam goreng, gudeg 
dan sejenisnya. 
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 7,5 meter, maksimal lebar 2 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan):
a. Tidak di depan toko: pukul 
dengan pukul 04.00 WIB atau
b. Di depan toko: pukul 21.30 WIB atau setelah toko 
tutup sampai dengan pukul 04.00 WIB
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
 
 
Pedagang kakilima 
angkringan 
1. Lokasi di depan Kompleks Kepatihan
2. Jenis dagangan: makanan dan minuman.
3. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 2 meter.
4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan):
a. Siang: pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 
WIB atau 
b. Malam: pukul 18.00 WIB sampai deng
04.00 WIB 
5. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
 
V Sisi timur Jalan A. Yani Pedagang kakilima yang 1. Jenis dagangan: makanan, minuman dan sejenisnya.
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depan Pasar Beringharjo berada di atas paving 
depan Pasar Beringharjo 
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 2 meter, maksimal lebar 1,5 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan): 
pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
Pedagang kakilima yang 
berada di atas trotoar di 
depan Pasar Bringharjo 
sisi utara pintu utama 
1. Jenis dagangan: makanan, minuman dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 0,9 meter dan atau sesuai 
dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 
1,5 meter dan lebar kurang dari 0,9 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan): 
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
Pedagang kakilima yang 
berada di atas trotoar di 
depan Pasar Bringharjo 
sisi selatan pintu utama 
1. Jenis dagangan: makanan, minuman dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 0,9 meter, maksimal lebar 0,6 meter dan atau sesuai 
dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 
0,9 meter dan lebar kurang dari 0,6 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termas
a. Siang: pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 
WIB atau 
b. Malam: pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 
20.00 WIB 
 
Pedagang kakilima 
lesehan yang berada di 
atas trotoar depan Pasar 
Beringharjo 
1. Jenis dagangan: burung dara goreng, ayam goreng, gudeg 
dan sejenisnya. 
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha),
panjang 7,5 meter, maksimal lebar 2 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan): 
pukul 20.00 WIB dan atau setelah toko tutup sampai dengan 
pukul 04.00 WIB. 
 
VI Sisi timur Jalan A. Yani 
depan Pasar Sore 
Malioboro 
Pedagang kakilima yang 
berada di atas paving 
depan Pasar Sore 
Malioboro 
1. Jenis dagangan: makanan dan minuman serta non makanan 
dan minuman. 
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 2 meter, maksimal lebar 1,5 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan): 
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
Pedagang kakilima 
makanan dan minuman 
yang berada di atas 
trotoar depan Pasar Sore 
Malioboro 
1. Jenis dagangan: bakso, es dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 2 meter, maksimal lebar 1,5 meter.
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan): 
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
Pedagang kakilima di 
atas trotoar depan TPA 
Pasar Beringharjo 
1. Jenis dagangan: kaset dan sejenisnya.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 1,25 meter, maksimal lebar 1,25 meter dan 
maksimal tinggi dari lantai 1,25 meter atau sesuai dengan 
kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang 
dari 1,25 meter. 
3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
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VII Jalan Ventilasi Pedagang kakilima yang 
berada di sisi utara dan 
selatan Jalan Pajeksan 
1. Jenis dagangan: makanan dan minuman.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 0,65 meter tidak termasuk 
roda. 
3. Tinggi gerobag dari lantai maksimal 1,65 meter.
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
5. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
 
Pedagang kakilima yang 
berada di sisi selatan 
Jalan Suryatmajan 
1. Jenis dagangan: makanan dan minuman.
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 0,65 meter tidak termasuk 
roda. 
3. Tinggi gerobag dari lantai maksimal 1,65 meter.
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
5. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
Pedagang kakilima yang 
berada di sisi utara Jalan 
Reksobayan (selatan 
Gereja GPIB) 
1. Jenis dagangan: makanan dan minuman serta non makanan 
dan minuman. 
2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal 
panjang 1,5 meter, maksimal lebar 0,65 meter tidak termasuk 
roda. 
3. Tinggi gerobag dari lantai maksimal 1,65 meter.
4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
5. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan)
pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 
Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 setelah diolah peneliti 
Apabila dari 3 aspek di atas PKL tidak mau menaati, maka akan diambil tidakan 
tegas yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. Adalah tindakan hukum, bahwa ada 
aturan hukum tentang penataan dan penertiban PKL tetapi PKL melanggarnya maka akan 
diberi Surat Peringatan setelah itu jika belum ada tindakan cooperative dari PKL maka 
akan dibawa ke pengadilan. 
Pada tahap ini pendekatan yang digunakan adalah secara door to door. Yaitu 
pendekatan yang dilakukan aparat dengan mendatangi kios satu persatu untuk 
mengadakan soialisasi, peneguran atau peringatan secara lisan kepada para PKL yang 
melanggar ketentuan perundangan. Penataan PKL juga dilakukan secara persuasif, yaitu 
mengajak PKL untuk bersedia manaati peraturan yang telah ada. 
Secara umum tujuan dari pembentukan 3 aspek tersebut adalah mewujudkan tata 
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ruang kota yang indah dan harmonis sesuai peruntukannya, meningkatkan daya tarik dan 
citra kota Yogyakarta khususnya Malioboro, meningkatkan kesejahteraan PKL. 
Pembatasan dasaran atau ruang usaha PKL, memudahkan pendataan dan pembinaan, 
serta menciptakan terwujudnya sentra usaha yang berkarakter khusus. 
Keuntungan yang didapat dari pengaturan lokasi tersebut antara lain adanya 
jaminan usaha, tersedianya fasilitas usaha yang sangat layak, peningktan status usaha, 
perizinan resmi diberikan oleh Pemkot seperti : SIUP, SHP,  pelatihan manajemen, 
bantuan modal usaha seperti pemberian kerangka tenda dan grobag secara gratis dan 
penjaminan menguatnya kesohoran (brand image) usaha karena menempati tempat yang 
mudah dicapai wisatawan. 
3. Tahap Pembinaan 
Pembinaan PKL adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, dalam hal 
ini adalah UPT Kawasan Malioboro terhadap PKL dengan cara membina PKL dan 
diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah. Konsep pembinaan 
mengandung arti suatu usaha yang dilakukan oleh Pemkot dengan jalan membina 
perilaku dan fisik PKL. Pembinaan ini bertujuan untuk mengarahkan para PKL agar mau 
mentaati peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung 
jawab sosial dalam menjaga lingkungan dan kepentingan umum. Kegiatan ini merupakan 
upaya Pemkot Yogyakarta disamping melakukan kegiatan yang bersifat tindakan (action) 
di lapangan, juga melakukan tindakan yang besifat persuasif atau pembinaan yang 
bersifat ajakan. Jadi disini aparat dalam melakukan pembinaan selain melalui penjelasan-
penjelasan tentang isi Perwal juga berusaha untuk mengajak para PKL untuk selalu 
menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kasubag Umum UPT 
Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
“...Malioboro mungkin satu-satunya tempat di pariwisata di Indonesia yang 
jalannya dipel, jalur lambatnya itu lho. Kita juga ngasih contoh soal kebersihan 
buat para PKL di sini mas!” 
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(Wawancara, 19 April 2010) 
Dari pembinaan melalui sosialisasi program kerja, para PKL pada khususnya 
diharapkan memahami dan dapat mentransfer konsep PKL yang baik dan ideal. Langkah 
tersebut harus didukung data yang akurat mengenai jumlah, jenis usaha dan karakteristik 
PKL itu sendiri, sehingga dapat dicarikan formulasi yang tepat untuk suksesnya 
pembinaan PKL. Minimal mampu mengubah persepsi yang selama ini berkembang 
bahwa Pemkot dulunya sering tidak sejalan dan selalu bertentangan, menjadi persepsi 
PKL merupakan mitra dalam menciptakan ketertiban dan keindahan kota. 
Keberadaan ekonomi menjadi bagian dari realitas ekonomi perkotaan, namun di 
sisi lain keberadaan mereka jangan sampai menimbulkan akses yang negatif. Terlebih 
lagi PKL menjadi aset ekonomi daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) karena bagaimanapun juga Kawasan Malioboro merupakan daerah 
pariwisata. Oleh karena itu PKL perlu dibina dan dikelola untuk menumbuhkan 
kesadaran mereka untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pembinaaan 
dilakukan agar mereka bisa berkembang seiring dengan pembangunan kota pariwisata 
Yogyakarta. 
Tahap Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima meliputi 2 hal yaitu: I) 
Sosialisasi Perda dan Peraturan Walikota tcntang Penataan dan Pembinaan, 2) Melakukan 
Program Kemitraan dengan PKL dengan Tahap Penataan. Pembinaan juga dilakukan 
dengan 2 cara, yakni: 
a. Pembinaan dilakukan secara door to door dengan mendatangi secara langsung setiap 
PKL. Biasanya pembinaan dengan cara ini menekankan agar PKL selalu menjaga 
kebersihan sekitar tempat jualan serta ditekankan agar bentuk lapak atau dasaran 
yang semula permanen / semi permanen untuk diganti menjadi bongkar pasang. 
b. Pembinaan secara bersama-sama dengan mengumpulkan para PKL. Biasanya 
pembinaan dengan cara ini melibatkan beberapa instansi dan pihak terkait. Selain itu 
UPT Malioboro juga melibatkan LPKKM, yang merupakan perkumpulan dari 
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berbagai paguyuban-paguyuban yang ada di Malioboro. Dengan mengadakan 
pertemuan-pertemuan, dialog, dan pengarahan setelah dilakukan penertiban untuk 
dibina oleh petugas. 
Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakrta yang dikeluarkan oleh Pemkot DIY, No. 
26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, tertulis pada BAB VI, bahwa 
Fasilitas Pembinaan pada pasal 10, yaitu: 
5)  Untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima, Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk melakukan fasilitasi/pembinaan. 
6)  Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi 
Pedagang Kaki Lima. 
7)  Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk 
mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah. 
8)  Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan Walikota.  
Sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta No. 88 Tahun 2003 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang 
Penataan Pedagang Kakilima pada Pasal 21, maka dalam rangka pengembangan usaha 
pedagang kaki lima, khususnya berupa fasilitasi/pembinaan dan pengarahan tentang 
modal, sarana dan prasarana, dibentuk Tim yang ditetapkan lebih lanjut dengan Surat 
Keputusan Walikota. Tim tersebut dapat berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Kelurahan dan organisasi pedagang kakilima. 
Tim tersebut adalah LPKKM yang notabene adalah gabungan dari berbagai 
paguyuban yang ada di Malioboro. Tim tersebut memiliki tugas antara lain: 
• menyusun aturan internal yang berkaitan dengan kegiatan Komunitas dengan 
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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• memberikan usulan perencanaan penataan kawasan dan kegiatan pemberdayaan 
komunitas;  
• membantu dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan penataan kawasan dan 
kegiatan pemberdayaan komunitas berbasis keswadayaan, berupa : 
ž penggalian dan pemanfaatan sumber daya Komunitas; 
ž fasilitasi dan mediasi kepentingan Komunitas. 
• membantu dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan perundang-
undangan pada Kawasan Malioboro. 
Pembinaan dilaksanakan dengan konsep ”win-win solution” yaitu PKL tidak 
dianggap mengganggu lingkungan dan wisatawan, dan para PKL masih bias memenuhi 
dan mencukupi kebutuhan hidup. Pelaksanaan pembinaan oleh Kantor UPT Malioboro 
dilakukan hamper setiap hari dengan lokasi kawasan Malioboro sesuai jadwal kegiatan. 
Salah satu wujud dari pembinaan ini adalah tidak ada PKL yang tidak terdaftar 
sebagai anggota paguyuban. Hal ini sesuai penuturan Bapak Ari Wanani, penjual kaos 
yang juga sebagai Ketua Paguyuban Pemalni: 
“…semua dah terdaftar, gak ada yang belum terdaftar. Pokoknya kalo PKL di 
sini tu dah otomatis jadi anggota Paguyuban…” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Upaya pembinaan PKL di Kawasan Malioboro dilakukan dengan cara 
mendatangi lapak PKL satu-persatu. Dengan mengunakan cara persuasif diharapkan PKL 
untuk selalu menjaga lingkungan tempat usaha PKL agar selalu bersih dan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan pedagang antara lain seperti 
sosialisasi Perwal, pemberian fasilitas dan mediasi, bantuan penyediaan dana penjaminan 
untuk pinjaman modal melalui koperasi-koperasi paguyuban serta bantuan 
grobag/kerangka untuk tenda, dan sebagainya. 
4. Tahap Penertiban 
Setelah dilakukan sosialisasi program maka tahap selanjutnya adalah tahap 
penertiban. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta, No. 115 Tahun 2005, pedagang kaki 
 xciii
lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani memiliki kewajiban: 
ž Menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan. 
ž Tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat 
penyimpanan barang. 
ž Memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan 
tempat untuk pejalan kaki. 
ž Memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan 
akses masuk ke toko. 
ž Menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, 
keindahan, kesopanan dan kenyamanan lingkungan. 
ž Pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat 
diketahui oleh umum. 
ž Tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap hari selasa wage mulai pukul 
04;00 wib sampai dengan 24;00 wib. 
Selain itu pada Perwal ini dalam pasal 17 juga ditetapkan bahwa para PKL 
dilarang: 
- Melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan. 
- Menjualbelikan, menyewakan dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada 
pihak manapun. 
- Menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan. 
- Menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, 
sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan 
jalan/jalur lambat, trotoar dan devider. 
- Mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan 
mengganggu keindahan lingkungan. 
- Berjualan pada badan jalan, jalur lambat dan tempat parker. 
- Meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah usai berjualan. 
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- Berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abu Bakar Ali (utara Hotel Garuda), Jalan 
Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan, Jalan Ketandan dan 
Jalan Pabringan. 
- Melakukan kegiatan usaha di depan (sebelah barat) prasasti/tetenger, depan (sebelah 
barat) ex ruang Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di depan hotel 
garuda dan depan papan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY. 
Tujuan dari penertiban adalah menertibkan PKL yang melanggar dan tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perwal dan produk hukum yang 
lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penertiban PKL di Kawasan Malioboro adalah 
melalui cara persuasif yaitu dengan ajakan atau pembinaan langsung kepada PKL (door 
to door). Tindakan eksekusi baru dilakukan apabila sudah sangat diperlukan, yaitu 
apabila para PKL tersebut tetap melanggar ketentuan setelah mendapat teguran dan 
peringatan berkali-kali. 
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Rudiarto, seoarang penjual 
konveksi yang juga sebagai Ketua dari Paguyuban Tri Dharma: 
”...untuk PKL yang melanggar ketertiban itu biasanya kita (ketua paguyuban) 
kasih tau dulu, nah kalo masih tetep ndak nggagas, ya kita biarkan saja, paling 
nanti juga ketahuan Satpol PP. Sama Satpol PP juga dikasih peringatan, kalo 
masih ngeyel, ya sudah, disikat! Satpol PP itu tegas, tapi di sana juga tetap 
dikasih pembinaan gini-gini gitu...” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Dahulu keberadan PKL di Kawasan Malioboro sebenarnya sudah banyak, namun 
belum ada peraturan yang tegas mengenai tata tertib dalam berdagang. Hal ini tentunya 
mengganggu arus lalulintas selain itu juga mengurangi keindahan dan kerapian 
lingkungan di Kawasan Malioboro karena tempat itu merupakan daerah pariwisata. 
Dengan adanya Perwal ini, maka ruang gerak PKL yang dulunya menempati lokasi 
sekenanya, kini menjadi lebih teratur. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Paguyuban 
Handayani, Bapak Sogi Wartono: 
“…dulu itu saya gak mau digusur! Saya lawan! karena saya sudah mematuhi 
aturan yang ada, banyak yang lain gak patuh sama peraturan, tapi Alhamdulillah 
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sekarang Pak Walikota sudah mendengarkan kami, jadi Perwal yang sekarang 
saya benar-benar mematuhi…” 
(Wawancara, 27 April 2010) 
PKL di Malioboro ini sejak adanya Perwal yang baru, secara bertahap sudah 
mulai memahami dan menjalankan Perwal yang ada. Bahkan dengan sadar mereka akan 
berusaha memberikan inovasi tanpa harus lagi diawasi oleh Satpol PP. Karena mereka 
juga mempunyai rasa saling memiliki Malioboro bersama. Hal ini seperti diungkapkan 
oleh Bapak Prasetyo Sukidi, penjual Warung Lesehan yang juga Ketua PPLM: 
”...Malioboro itu milik kita bersama mas, jadi semua yang ada di Malioboro 
ditanggung bersama. Saya akan menuruti semua peraturan dari Pemkot selama 
itu tidak merugikan kami, dan juga asal kami tidak dipindah dari sini, kami akan 
berjalan berdampingan dengan Pemkot mas...” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Untuk masalah ketertiban, sebenarnya sudah bukan merupakan masalah bagi 
PKL, tetapi justru para orang lain selain PKL yang justru merusak keindahan Malioboro. 
Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Prasetyo Sukidi: 
”...parkir sama becak mas, waktu musim liburan itu tau-tau jumlah mereka 
meningkat, harusnya lebih ada tindakan tegas lagi dari pemerintah soal itu 
mas...” 
(Wawancara, 25 April2010) 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Beti, seorang PKL yang juga merupakan 
Sekretaris Paguyuban Padma: 
”...PKL di sini itu rata-rata semua sudah baik, tapi yang ngganggu itu malah 
pengamen sama pengemis. Kalo ada pengunjung yang mau jajan, trus didatengi 
pengemis atau pengamen gitu kan malah lari mas langganan saya, itu harusnya 
ditindaklanjuti...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Selain hal di atas, peraturan tentang penertiban juga mengenai retribusi. Retribusi 
ini dimaksudkan sebagai penarikan uang yang dilakukan pemerintah atas lokasi yang 
ditempati oleh PKL. Besar biaya penarikan retribusi inipun berbeda, maksudnya 
perbedaan itu terjadi antara PKL penjual makanan dan non makanan. Adapun besar biaya 
yang harus dibayar adalah : 
- non makanan  : Rp. 7.200,- (retribusi 1 bulan sekali) 
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- makanan   : Rp. 9.000,- (retribusi 1 bulan sekali) 
: Rp. 7.200,- (penyedotan limbah 1 minggu sekali) 
: 10% omset (pajak PP 1/pajak restoran PKL) 
Dari sini kita dapat mengetahui perbedaan yang mencolok tentang retribusi yang 
harus dibayarakan oleh PKL di Malioboro. Ada 2 tanggapan berbeda dari pedagang yang 
berbeda barang dagangannya, yakni tanggapan dari Bapak Ari Wanani, penjual kaos yang 
juga sebagai Ketua Paguyuban Pemalni, sebagai berikut: 
”...oya mas, jelas beda. Kita kan beda jualnya, kita cuma Rp. 7.200 aja, soalnya 
kita sampah kering. Tapi retribusi harian, yang retribusi pasar yang Rp. 500 per 
hari itu dah gak ada 2 tahun terakhir ini mas. Gak tau, katanya sih ada rencana 
jadi pajak. Wah kauaknya bakal tambah mahal tu mas...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Sedangkan tanggapan berbeda muncul dari Bapak Sogi Wartono, seorang penjual 
bakso dan mie ayam yang juga Ketua Paguyuban Handayani, yakni: 
”....banyak mas, ada pajak retribusi itu RP. 9.000, belum kebersihan, belum 
retribusi limbah, trus ada lagi 10% omset itu mas, tapi ya memang kami juga 
sadar kalo kami kan pedagang makanan, jadi kalo gak gitu juga malah nantinya 
ganggu pengunjung mas....” 
(Wawancara, 27 April 2010) 
Meski terjadi perbedaan dalam penarikan retribusi, namun hal itu bukan menjadi 
masalah bagi PKL masing-masing, karena mereka sudah menegerti peraturan yang 
berlaku dalam hal penarikan retribusi. Jadi kebijakan tentang penertiban ini sudah tidak 
menjadi persoalan lagi bagi Pemkot dan PKL Malioboro. Meski begitu, bukan berarti 
peraturan ini dilepas begitu saja, karena penertiban ini juga bertujuan untuk memberikan 
kesan nyaman bagi pengunjung di Malioboro. Dapat dikatakan tahap penertiban ini 
semua sudah terkendali. 
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Tabel III.2 
Matrik Tahapan Kegiatan Pengaturan PKL  
di Kawasan Malioboro 
 
Tahap 
Pelaksanaan  
PKL Kawasan Malioboro 
1. Sosialisasi 
 
 
 
    Analisis 
 
 
 
 
2. Penataan 
 
 
    Analisis 
 
 
 
 
3. Pembinaan 
 
   
 
 
 
    Analisis 
 
 
 
 
4. Penertiban 
 
    Analisis 
 
 
- Dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung 
- Sifat preventif dan kuratif  
- PKL memahami terhadap program Pemkot 
 
Pelaksanaan sosialisasi telah berjalan dengan baik, terbukti dengan 
berjalannya program ini dengan lancar dan tidak adanya protes dari 
PKL tentang program dari Pemkot ini.  
 
 
- Penentuan lokasi berdagang, ukuran lapak, serta waktu berdagang 
sesuai dengan Perwal 
 
Proses penataan yang dilakukan Pemkot telah berjalan lancar dan 
tidak mengalami hambatan karena juga sebgai daya tarik 
pengunjung 
 
 
-  Secara door to door dan pengumpulan PKL 
-  Komunikasi lisan untuk mengetahui permasalahan. 
-  Secara persuasif mengedepankan aspek situasi kondisi 
-  Terdaftarnya seluruh PKL menjdi anggota paguyuban 
-  Sosialisasi Perwal, pemberian fasilitas, mediasi, dll. 
 
Pembinaan sudah mampu menyadarkan PKL untuk mematuhi 
aturan yang berlaku. 
 
 
 
- Dengan cara persuasif atau secara langsung  
 
Memberikan hasil yang memuaskan, hal ini nampak dari kesediaan 
PKL Kawasan Malioboro untuk menaati program penertiban 
termasuk pembayaran retribusi. 
 
 
 
 
B. Kendala-kendala yang Muncul dalam Penerapan Kebijakan yang Dilakukan 
oleh Pemkot Yogyakarta dalam Pengaturan PKL Malioboro 
Dalam penyelenggaraan suatu pelayanan kepada masyarakat terlebih lagi kepada 
PKL dan wisatawan memang kadang ada suatu hambatan yang dapat mengganggu 
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penerapan kebijakan dari suatu program yang sedang dilaksanakan. Hal ini memang 
tidak dapat dipungkiri, namun agar penerapan kebijakan dapat berjalan secara maksimal 
tentunya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas 
khususnya kepada para PKL, maka di sini harus bekerja meminimalisir hambatan-
hambatan tersebut. 
Dalam penerapan kebijakan tentang pengaturan PKL yang dilaksanakan oleh 
pihak UPT Malioboro, tidak serta-merta berjalan dengan mulus, tapi juga ada hambatan-
hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja dari UPT Malioboro tersebut. Dari hasil 
penelitian dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengaturan 
kebijakan terhadap PKL kawasan Malioboro. Hambatan yang muncul disebabkan oleh 
beberapa faktor, diantaranya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi tersebut dan faktor eksternal 
adalah hambatan yang berasal dari luar organisasi. 
1. Faktor internal 
a. Sumber daya manusia 
Pengaturan PKL yang dilakukan oleh UPT Malioboro memerlukan sumber 
daya manusia untuk melaksanakan operasionalisasi program di lapangan baik untuk 
melaksanakan sosialisasi, pemberkasan, dan berbagai aktivitas dalam menyampaikan 
informasi dan tindakan dari Pemkot kepada PKL dan sebaliknya, juga pada berbagai 
pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini. Keterbatasan sumber daya yang 
ada diakui karena jumlah personil UPT Malioboro terbatas dan masing-masing 
personil telah mempunyai beban pekerjaan masing-masing. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, 
SS.: 
”...jumlah anggota di UPT Malioboro itu terbatas mas, Cuma 18 orang dan 
itu mengurusi ribuan orang yang ada di Malioboro. Jangankan keributan, 
jarum jatuh di Malioboro aja kami urus mas!” 
(Wawancara, 14 April 2010) 
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Dari apa yang diutarakan oleh Bapak Sigit dapat diketahui bahwa hambatan 
internal terjadi karena jumlah personilnya yang terbatas hanya 18, dan itu masih 
sangat kurang, mengingat cakupan wilayahnya begitu luas dan PKL yang harus 
diurus juga sangat banyak. Dari sisi anggaran juga dibatasi, sehingga penambahan 
jumlah personil juga tidak dimungkinkan. Dengan cakupan wilayah yang begitu luas 
dan PKL yang harus diurus juga sangat banyak, jumlah 18 dikatakan minim. 
b. Sarana dan Prasarana 
Hambatan bagi kinerja UPT Malioboro dalam pengaturan PKL Malioboro 
juga diperngaruhi kurangnya sarana prasaran untuk memfasilitasi operasionalisasi 
pelaksanaan tugas sehari-hari. Sarana prasana dibutuhkan seperti alat transportasi 
untuk memonitoring aktivitas yang ada di Malioboro. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Alek Wahyudi Triwidodo, SE., salah 
seorang Staff UPT Malioboro: 
“...hanya sedikit kendaraan yang kami punya. Mobil dinas 1, motor Trail 3, 
sama motor Tossa 1. Sudah itu aja mas...” 
(Wawancara, 19 april 2010) 
Dari sedikitnya transportasi sebagai penunjang pelaksanaan tugas UPT 
Malioboro tersebut, tentunya tidak mencukupi kinerja secara maksimal di lapangan 
jika menggunakan kendaraan. Meski demikian, tugas sebagai pegawai UPT 
Malioboro harus tetap dijalankan. 
2. Faktor eksternal 
a. Pelanggaran yang dilakukan PKL 
Pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat sederhana. Pelanggaran yang 
dilakukan PKL itu hanya sebatas lapak untuk berjualan melebihi batas yang sudah 
ditentukan. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang dianggap wajar yang biasa 
dilakukan PKL di Malioboro. Hal tersebut sesuai pernyataan Kasubag Umum UPT 
Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
”...Hampir setiap hari kami peringatkan, kan teman-teman UPT juga ada di 
 c
lapangan. Ya itulah, biasanya ketiggian lapak itu kelebihan mas. Pertama ya 
kita kasih saran dulu, baru peringatan...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Meski sudah diberikan sosialisasi kepada PKL, namun masih saja ada PKL 
yang melanggarnya, bahkan PKL yang melakukan pelanggaran tersebut sebenarnya 
mengerti jika dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran ini memang sering ditemui 
oleh anggota UPT meski tidak setiap hari. 
b. Adanya pengemis dan pengamen 
Faktor berikut datangnya bukan dari perbuatan yang dilakukan oleh PKL 
Malioboro, tetapi justru datang dari pengemis dan pengamen liar yang ada di 
Kawasan Malioboro. Keberadaan  pengamen dan pengemis liar tersebut tentunya 
mengganggu aktivitas yang dilakukan PKL dengan pengunjung Malioboro. Hal ini 
diungkapkan oleh Ibu Beti, seorang PKL yang juga merupakan Sekretaris Paguyuban 
Padma: 
”....PKL di sini itu rata-rata semua sudah baik, tapi yang ngganggu itu malah 
pengamen sama pengemis. Kalo ada pengunjung yang mau jajan, trus 
didatengi pengemis atau pengamen gitu kan malah lari mas langganan saya, 
itu harusnya ditindaklanjuti...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yulianto, Anggota Satpol PP yang 
bertugas di Malioboro, sebagai berikut: 
”...itu mas, tadi pagi ada yang ribut. Pedagang sama pengamen. Posisinya 
pedagang itu lagi sibuk ngurus pelanggan, nah pengamennya yang dari tadi 
ngamen itu gak dikasih uang sama pedagang. Terus, ya langsung berantem di 
tempat mas. Anggota kita, UPT, sama Kepolisian langsung turun ke situ mas. 
Ya gitulah, pengamen itu sering mengganggu di sini mas...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Dengan adanya dua kesaksian tersebut, jelas bahwa pengemis dan pengamen 
liar yang ada di Malioboro sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban daerah 
pariwisata tersebut. Peristiwa ini memang seharusnya lebih mendapatkan perhatian 
khusus dari pemerintah setempat agar sedini mungkin dapat ditindaklanjuti. 
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C. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Muncul 
dalam Penerapan Kebijakan yang Dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta dalam 
Pengaturan PKL Malioboro 
Memang tidak semua pekerjaan akan berjalan lancar, dalam pelaksanaan 
penerapan kebijakan dalam pengaturan PKL di Malioboro terdapat beberapa 
hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja UPT Malioboro, namun 
adanya berbagai hambatan seharusnya dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan 
daya dukung dan kemampuan yang telah dimiliki.  
Keberhasilan dari program pengaturan PKL Malioboro tidak terlepas dari 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui pemahaman tentang sikap pelaksana, 
komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran yang 
telah berjalan selama ini akan diketahui lebih jauh seberapa besar faktor-faktor 
tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan pengaturan PKL. Keseluruhan faktor 
tersebut secara otomatis memecahkan permasalahan dan kendala-kendala yang ada 
selama ini. 
1. Sikap pelaksana 
Unsur pelaksana memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan 
pengaturan PKL Malioboro. Suatu program dapat berjalan dengan baik walaupun 
sudah ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan lingkungan yang cukup 
mendukung belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 
Sebagai pelaksana program mereka yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan 
pelaksanaan program. 
Keberhasilan pelaksanaan pengaturan PKL Malioboro juga sangat 
dipengaruhi oleh sikap pelaksana dalam menjalankan tugas. Setiap aparat pelaksana 
memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan bidang unit kerjanya. Mereka dituntut 
menjalankan tugas dan wewenang tugas tersebut dengan loyalitas dan totalitas penuh 
agar menghasilkan kinerja yang memuaskan. 
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Pengaruh sikap pelaksana terhadap keberhasilan program juga terlihat dari 
pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan PKL. Sikap pelaksana tersebut 
berawal dari bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan PKL sebelum 
mengambil tindakan selanjutnya, sehingga terbentuk suatu sikap yang akan dilakukan 
ketika mereka melaksanakan tugas. Meskipun untuk menyikapi permasalahan PKL 
setiap unit kerja memiliki persepsi yang berbeda sehingga perlu dilakukan koordinasi 
diantara para stakeholders. Namun perbedaan persepsi itu berusaha disatukan agar 
langkah yang diambil dapat seiring dengan sikap pelaksana dengan melihat situasi 
dan kondisi. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Kasubag Umum UPT 
Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS., sebagai berikut: 
”...memang hampir semua permasalahan yang terjadi di Malioboro ini 
tanggung jawab kami, tapi kami juga bekerjasama dengan Pol PP, Satpam 
UPT, tukang sapu, dan juga LPKKM (masing-masing ketua paguyuban di 
Malioboro)...” (Wawancara, 19 April 2010) 
Berdasar penuturan di atas, jelas bahwa pelaksanaan kebijakan Penataan dan 
Pembinaan PKL melibatkan berbagai institusi yang saling bekerja sama demi 
kelancaran program tersebut. Selain itu, aparat pelaksana dituntut untuk benar-benar 
paham terhadap tujuan program pengatruran  PKL di Malioboro. Kepahaman aparat 
pelaksana terhadap tujuan program diungkapkan oleh Kasubag Umum UPT 
Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS., sebagai berikut: 
”...soal ketaatan anggota kami sudah bagus. Anggota kami setiap hari turun 
ke lapangan mas...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Sikap pelaksana dalam pengaturan PKL di Malioboro sudah dapat 
menguasai tujuan program dimana tujuan dari pengaturan ini supaya para PKL 
tersebut dapat ditata, dibina, dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan 
kesejahteraan para PKL. Sikap mendukung aparat pelaksana adalah relatif baik. Hal 
ini dilihat dari ketaaatan dan tanggung jawab penuh dari pihak pelaksana dalam 
melakukan tugasnya melaksanakan pembinaan, penataan dan penertiban di lapangan. 
Sebagai aparat pemerintah yang baik maka dituntut untuk mempunyai sikap ketaatan 
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dan tanggung jawab serta loyalitas kepada lembaga. Ketaatan dan kepatuhan aparat 
pelaksana juga dapat dilihat dari kesesuaian antara aparat pelaksana dengan prosedur 
yang berlaku dalam melaksanakan program. 
Menurut penjelasan di atas, teori dan praktek yang dilaksanakan di lapangan 
dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan PKL memang bisa berbeda. 
Hal ini dikarenakan aparat pelaksana harus melihat situasi dan kondisi di lapangan 
yang memungkinkan untuk menghindari terjadinya benturan dengan kelompok 
sasaran yaitu PKL. 
Aparat pelaksana dalam memberikan pembinaan dan pengarahan kepada 
para PKL menggunakan pendekatan persuasif. Jika pendekatan persuasif sudah tidak 
mampu mengatasi masalah PKL, sehingga untuk menghindari tindakan represif, 
maka aparat pelaksana melakukan tindakan yustisi. Lebih lanjut penjelasan yang 
diungkapkan oleh Bapak Yulianto, Anggota Satpol PP yang bertugas di Malioboro, 
sebagai berikut: 
”...ya pertama kita kasih info lewat pemberitahuan, kalo ada yang 
ngelanggar, kita panggil ketuanya. Masih ngeyel mas, kita kasih SP, 1 kali, 2 
kali, kita langsung ambil, trus biar pengadilan nanti yang ngurus!” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Selain itu dukungan dan sikap pelaksana dalam melaksanakan tugas juga 
dapat dilihat dari bagaimana pemantauan dan penilaian dilakukan. Pemantauan 
dilaksanakan setiap hari terhadap PKL yang ada di di seluruh Kawasan Malioboro. 
Berikut ini  penuturan Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, 
SS.: 
“…kita monitoring Malioboro itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Gak ada 
hari libur mas. Justru kalo hari libur itu, malah kita harus kerja keras lagi, 
kan banyak pengunjung datang ke Malioboro…” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Sikap aparat pelaksana tersebut tercermin dari pahamnya mereka terhadap 
tujuan program, ketaatan dan loyalitas terhadap program serta pemantauan dan 
penilaian aparat pelaksana secara rutin terhadap pelaksanaan program pengaturan 
 civ 
PKL. 
Di samping itu pihak PKL sendiri memiliki tanggapan yang hampir sama 
tentang sikap aparat pelaksana ketika melaksanakan tugas. Hal ini sesuai dengan 
yang diungkapkan Bapak Rudiarto, seoarang penjual konveksi yang juga sebagai 
Ketua dari Paguyuban Tri Dharma: 
“...sikap aparat pemerintah soal pengaturan PKL itu luwes mas, gimana 
ya?flexible gitu mas. Saya juga memaklumi tindakan pemerintah kalo ada 
PKL yang ngeyel mas, karena kita kan juga 1 visi, visi pariwisata, 
ha..ha..ha..” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Pendapat lain juga diutarakan oleh Bapak Prasetyo Sukidi, penjual Warung 
Lesehan yang juga Ketua PPLM: 
”...aparat di sini cooperative mas, lha wong kalo ada apa-apa dirembug 
bareng kok, dan saya harap lebih ditingkatkan lagi...” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Adanya permasalahan lain yang muncul selain masalah di atas adalah 
adanya pengamen dan pengemis liar yang ada di Malioboro. Adanya pengemis dan 
pengamen liar tentunya sangat mengganggu kenyamanan pengunjung maupun 
pedagang yang ada di Malioboro. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Yulianto, 
Anggota Satpol PP yang bertugas di Malioboro, sebagai berikut: 
”...itu mas, tadi pagi ada yang ribut. Pedagang sama pengamen. Posisinya 
pedagang itu lagi sibuk ngurus pelanggan, nah pengamennya yang dari tadi 
ngamen itu gak dikasih uang sama pedagang. Terus, ya langsung berantem di 
tempat mas. Anggota kita, UPT, sama Kepolisian langsung turun ke situ mas. 
Ya gitulah, pengamen itu sering mengganggu di sini mas...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Dalam hal ini, Pemkot tidak dipusingkan dengan adanya pengamen liar 
karena di Malioboro sendiri sudah ada paguyuban pengamen yang lebih terorganisir 
dan tidak akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Tetapi jika masih ada 
pengamen ataupun pengemis liar yang masih ada di Malioboro, maka Pemkot 
mengambil sikap tegas untuk memberantas mereka di kawasan Malioboro. Tindakan 
ini belum mendapatkan respon yang berarti dari Pemkot karena selain 
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memperhatikan faktor kemanusiaan di mana mereka juga melakukan itu untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, adanya pengemis dan pengamen liar juga belum 
mengganggu pengunjung secara langsung. Belum adanya keluhan dari pengunjung 
maupun pedagang memungkinkan Pemkot belum mengambil tindakan tegas. Dengan 
adanya kejadian yang diungkapkan oleh salah satu anggota Pol PP tersebut, maka 
dimulailah tindakan tegas yang dilakukan Pemkot melalui UPT, Pol PP, dan 
Kepolisian dalam menanganinya. 
Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari pihak aparat 
sebagai pelaksana program secara keseluruhan telah dapat melaksanakan program 
sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal ini tentunya juga telah menjawab 
permasalahan yang ada tentang kendala yang muncul dari faktor eksternal, yaitu 
pelanggaran yang dilakukan oleh PKL mengenai program yang dilaksanakan 
pemerintah dan juga adanya pengemis serta pengamen liar yang ada di kawasan 
Malioboro. Begitu juga dengan pendapat dari PKL bahwa sikap aparat itu sudah 
cooperative dan dapat dimaklumi. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka 
aparat pelaksana akan bersikap halus dan lunak terhadap PKL. Aparat tidak serta 
merta melakukan tindakan yang semena-mena kepada PKL begitu saja. Tetapi aparat 
terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap PKL yang melanggar ketentuan. 
Kemudian setelah melakukan pembinaan yaitu melakukan pengarahan dan teguran 
langsung kepada PKL maka apabila PKL tersebut masih juga belum tertib akan 
ditertibkan oleh petugas. 
2. Komunikasi 
Komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung 
keberhasilan program. Namun demikian, komunikasi seringkali dipahami dalam 
konteks formal seperti rapat, instruksi dan kegiatan sejenis lainnya. Komunikasi 
menjadi faktor penghubung bagi para stakeholder, baik itu UPT Malioboro, Satpol 
PP, maupun PKL Malioboro yang seluruhnya mempunyai kepentingan dengan 
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pelaksanaan ini. Komunikasi dilakukan dengan maksud menyampaikan informasi 
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 
Keberhasilan implementasi  pengaturan PKL sangat di tunjang oleh 
kelancaran dan kejelasan proses komunikasi antara aparat pelaksana dengan 
kelompok sasaran yaitu PKL. Upaya Pemkot untuk mengenalkan dan menjelaskan 
program terhadap PKL dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya 
dilaksanakan secara formal oleh Pemkot akan tetapi sosialisasi tersebut juga 
dilaksanakan saat aparat pelaksana mengadakan penertiban PKL. Biasanya sosialisasi 
dilaksanakan secara door to door kepada PKL. Seperti penjelasan yang diungkapkan 
oleh Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
”Kalau masalah sosialisasi itu ya kita manggil koordinatornya (ketua 
paguyuban), kita ajak rembugan. Kita juga ada pertemuan rutin sama 
LPKKM lho mas. Kita juga turun ke lapangan, jadi sekian banyak PKL di 
Malioboro itu kita sosialisasi satu per satu, memang capek sih, mau gimana 
lagi, itu sudah menjadi tugas kami.” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Selama ini komunikasi dalam pelaksanaan program ini telah berjalan secara 
vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal maksudnya kerjasama, koordinasi serta 
media yang digunakan dalam penyampaian pesan kepada para PKL. Pada 
komunikasi vertikal ini aparat menggunakan cara door to door dan melalui 
paguyuban PKL. Cara door to door disini dapat digambarkan bahwa dalam 
melakukan pembinaan terhadap para PKL di kawasan Malioboro, aparat mendatangi 
lapak satu persatu. Disini aparat menjelaskan tentang isi Perwal yang harus ditaati 
oleh PKL. Selain itu komunikasi vertikal terjadi antara atasan dengan bawahan, 
dimana komunikasi ini terlihat dalam penyampaian program dari Pemkot Yogyakarta 
atau instansi terkait dengan para PKL. Sedangkan komunikasi horisontal terjadi  
dalam komunikasi antara instansi dengan otoritas dan unit kerja yang sama atau 
komunikasi antar aparat pelaksana. Berikut penjelasan Ketua Paguyuban Handayani, 
Bapak Sogi Wartono: 
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”...Alhamdulillah, selama ini keluhan kami didengar oleh Pak Walikota yang 
sekarang. Ada koordinasi dari Pemkot ke UPT terus ke kami. Kami sebagai 
pedagang merasa senang mas. Pokoknya Pak Walikota memang sangat baik 
pada kami pedagang kecil ini...” 
(Wawancara, 27 April 2010) 
Selain itu, komunikasi dengan pihak-pihak terkait juga sangat lancar. 
Komunikasi tersebut antara UPT, Satpol PP, dan juga LPKKM. Berikut penuturan 
dari Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS., sebagai 
berikut: 
”...memang hampir semua permasalahan yang terjadi di Malioboro ini 
tanggung jawab kami, tapi kami juga bekerjasama dengan Pol PP, Satpam 
UPT, tukang sapu, dan juga LPKKM (masing-masing ketua paguyuban di 
Malioboro)...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Dari data–data di atas disimpulkan bahwa komunikasi antara dinas sebagai 
aparat pelaksana dalam hal koordinasi telah berjalan dengan baik begitu pula dalam 
komunikasi antara aparat pelaksana dengan PKL, dalam penyampaian program 
melalui sosialisasi secara langsung sudah berjalan dengan baik sehinnga PKL sudah 
memahami tentang prosedur program, hal ini dikarenakan mudahnya menyamakan 
pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat pelaksana dengan PKL 
sehinngga mudah untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik. 
3. Sumber daya 
Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanan 
suatu program untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mengenai sumber daya 
yang terlibat atau sumber sumber daya apa saja yang digunakan pada tiap tahap 
hampir sama. Aparat yang terlibat dalam program pengaturan PKL Malioboro antara 
lain dari UPT Malioboro berjumlah 18 orang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 
Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
”...jumlah anggota di UPT Malioboro itu terbatas mas, Cuma 18 orang dan 
itu mengurusi ribuan orang yang ada di Malioboro. Jangankan keributan, 
jarum jatuh di Malioboro aja kami urus mas!” 
(Wawancara, 14 April 2010) 
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Dengan sedikitnya jumlah personil dari UPT Malioboro, maka di sini UPT 
Malioboro tidak bekerja sendiri. UPT Malioboro dibantu sepenuhnya oleh Satpol PP, 
Satpam UPT, dan juga tukang sapu Malioboro. Hal ini juga diungkapkan oleh 
Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
”...di Malioboro kita punya anggota 18 orang (UPT Malioboro), 32 orang 
Pol PP, 25 Satpam UPT, dan tukang sapu yang bekerja outsourching...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Dan juga pengakuan Bapak Alek Wahyudi Triwidodo, SE., salah seorang 
Staff UPT Malioboro: 
“...hanya sedikit kendaraan yang kami punya. Mobil dinas 1, motor Trail 3, 
sama motor Tossa 1. Sudah itu aja mas...” 
(Wawancara, 19 april 2010) 
Meski dengan kekurangan anggota dari UPT Malioboro, mereka tetap 
dibantu oleh pihak-pihak yang terkait. Sedangkan untuk kurangnya kendaraan untuk 
transportasi, mereka mengusahakan menggunakan sepeda masing-masing atau 
berjalan kaki. Hal ini dimaksudkan agar tercipta rasa saling menghargai dan memiliki 
antar pemerintah dengan para PKL yang ada di Maloboro. 
Sumber daya yang dimiliki pemkot dalam program penataan, penertiban, dan 
pembinaan PKL masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang masih 
kurang sebanding dengan jumlah PKL di Malioboro. Mobil operasional yang dimiliki 
Kantor UPT Malioboro hanya 1 buah. Tentu saja dengan kondisi yang demikian itu 
mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang optimal. 
Upaya yang dilakukan oleh UPT Malioboro dalam hal kekurangan personil 
adalah dengan menutupi kekurangan itu dengan cara tugas bergilir, yakni menjadwal 
tugas yang dilakukan UPT Malioboro ketika turun ke lapangan. Jika ada anggota dari 
UPT Malioboro yang berhalangan hadir ketika jadwal bertugas, maka jadwal tersebut 
digantikan oleh yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
”...semua anggota kami bekerja mas, kalo gak ada satu biasanya saya nelpon 
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teman yang lain buat ngganti posisi yang gak masuk itu mas...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Ketika masalah kurangnya personil sudah teratasi, maka masalah lain yang 
muncul adalah masalah sarana dan prasarana dalam bertugas, yaitu alat transportasi. 
Alat transportasi yang berfungsi dalam membantu lancarnya tugas para anggota UPT 
Malioboro adalah hanya sekedar faktor pendukung saja. Untuk mengetahui seluruh 
aktivitas yang ada di Malioboro, khususnya PKL Malioboro, para pegawai UPT 
Malioboro yang juga dibantu oleh Satpol PP dan juga Satpam UPT sebenarnya hanya 
perlu berjalan kaki dan atau bersepeda, karena wilayah tugas mereka hanya 
sepanjang kawasan Malioboro saja. Ini seperti diungkapkan oleh Kasubag Umum 
UPT Malioboro, Bapak Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
”...Pak Alek (Staff UPT Malioboro) sekarang gak ada di kantor mas, beliau 
lagi di lapangan. Kalo mau cari, monggoh, wong cuma jalan kaki kok...” 
(Wawancara, 14 April 2010) 
Dari hasil pengamatan tersebut, dengan jumlah personil dan alat transportasi 
yang terbatas bukan merupakan penghalang bagi UPT Malioboro dalam melakukan 
tugasnya sehari-hari dalam pengembangan kawasan wisata Malioboro. Bukan jumlah 
anggota ataupun alat transportasi yang ditambah yang mereka minta, tetapi 
kekompakan, keseriusan, serta keikhlasan tim dalam bekerja sama untuk memajukan 
kawasan ini. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, kinerja yang kurang optimal 
dapat menjadi lebih optimal dengan adanya sifat kekeluargaan yang muncul dari 
masing-masing anggota UPT Malioboro. 
4. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran 
Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menjadi faktor yang juga 
ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penerapan Kebijakan Penataan dan 
Pembinaan PKL. Hal ini bisa dianalisis dari seberapa besar tingkat kesadaran PKL 
dalam memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku. 
Jika kita melihat kondisi kawasan Malioboro yang sekarang, kita dapat 
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mengetahui sejauh mana program yang dilakukan Pemkot tersebut berjalan lancar. 
Kita dapat melihat Malioboro yang nyaman baik dari sisi keteraturan PKL, lalu 
lintas, sampai pada sopan santun khas Yogyakarta.  
Kesediaan kelompok sasaran dalam menerima program merupakan awal dari 
kesadaran PKL untuk mematuhi apa yang menjadi tujuan program. Tentu saja 
kesediaan untuk menerima program tidak terlepas dari kepentingan mereka sebagai 
PKL. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Umum UPT Malioboro, Bapak 
Sigit Kusuma Atmaja, SS.: 
“...semuanya lancar mas. Kita beri sosialisasi, mereka menerima. Jika ada 
yang keberatan, kita rembug lagi bersaama-sama...” 
(Wawancara, 19 April 2010) 
Tidak hanya dari kesediaan PKL untuk menerima program saja, dilihat dari 
segi pemahaman mereka tentang tujuan program pengaturan  mereka juga sudah 
memahami. Berikut ini merupakan pengakuan sejumlah PKL tentang pemahaman 
terhadap aturan hukum yang berlaku. Berikut penuturan Ibu Beti, seorang PKL yang 
juga merupakan Sekretaris Paguyuban Padma: 
”...tentang peraturan yang ada, kami PKL di sini sudah memahami. Saya 
mau mengikuti program ini selama kami bisa menerimanya, yang penting 
gak digusur, gitu aja mas...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Sama halnya dengan penjelasan Bapak Ari Wanani, penjual kaos yang juga 
sebagai Ketua Paguyuban Pemalni: 
”...jelas mas saya sudah memahami, di sini kan tanggung jawab saya, apalagi 
untuk mengingatkan teman-teman (anggota Pemalni) nantinya. Kalau ada 
kebijakan apapun, ya saya harap ada sosialisasi dan bertahap...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Kepatuhan dan kepahaman PKL terhadap aturan, sangat membantu 
suksesnya program Pemkot ini. Hal ini terlihat dari sedikitnya PKL yang melanggar 
peraturan yang sudah ada. Hal ini juga didorong dengan tujuan program yang sangat 
berpihak pada kepentingan PKL sehingga semua PKL kawasan Malioboro melalui 
paguyuban masing-masing, mendukung dan menyetujui program yang sedang 
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dijalankan. 
Kesadaran akan kepatuhan dan daya tanggap berkaitan dengan masalah 
kejelasan informasi yang membuat PKL sudah memahami maksud dan tujuan 
program, sehingga mereka dengan pikiran terbuka bersedia untuk mematuhi aturan. 
Dengan adanya bantuan dari beberapa paguyuban yang tergabung menjadi LPKKM, 
masalah tingkat pendidikan PKL yang berbeda-beda tidak menjadi hambatan. Hal ini 
membuat aparat lebih mudah untuk memberikan pemahaman PKL dalam mentaati 
aturan. 
Aparat dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL menggunakan cara-
cara yang penuh keakraban dan santun sehingga PKL menerima dengan baik 
penjelasan maupun perintah dari Pemkot. Hal ini terbukti para PKL bersedia menaati 
peraturan tentang lokasi lapak dan aktivitas lainnya yang merupakan program dari 
pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pendapat yang diungkapkan Bapak Prasetyo 
Sukidi, penjual Warung Lesehan yang juga Ketua PPLM: 
”...saya tau dan memahami program ini. Kita jalani aja program dari 
pemerintah asal ada diskusi yang lebih intern antara pemerintah dengan kami 
(PKL)...” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Berdasar pernyataan di atas, diketahui bahwa mayoritas PKL kawasan 
Malioboro mendukung terhadap penerapan kebijakan pengaturan PKL yang berkaitan 
dengan sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan kesediaan PKL 
kawasan Malioboro untuk ditertibkan dari penggunaan lapak, ukuran lapak, sampai 
dengan waktu berjualan. 
 
 
 
Tabel III.3 
Matrik Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pembinaan, Penataan, dan 
Penertiban PKL di Kawasan Malioboro 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan pengaturan PKL 
PKL Kawasan Malioboro 
 cxii 
 
1. Sikap Pelaksana 
 
 
 
 
 
Analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Komunikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sumber Daya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
 
 
 
 
 
 
- Konsisten terhadap aturan  
- Tahu dan paham tujuan program 
- Cooperative 
- Luwes disesuaikan dengan situasi dan    
   kondisi 
 
Aparat pelaksana secara keseluruhan dalam 
melaksanakan program telah bersikap 
sebagaimana mestinya sesuai dengan 
mekanisme yang ada. Sama halnya dengan 
pendapat para PKL di Kawasan Malioboro 
 
 
 
- Koordinasi antar instansi terkait cukup   
   baik 
- Komunikasi vertical antara aparat dengan   
   PKL sudah baik. 
- Sosialisasi program sudah dipahami oleh   
   seluruh PKL 
- Tingkat pemahaman PKL terhadap   
   aturan tinggi 
 
 
Komunikasi sudah berjalan baik dikalangan 
antar instansi, begitu pula antara aparat dengan 
PKL juga sudah berjalan lancar. Hal ini berarti 
penyampaian sosialisasi program sudah berjalan 
lancar. Dan juga PKL memiliki tingkat 
pamahaman dan kesadaran yang tinggi sehingga 
PKL bersedia untuk ditata. 
 
 
 
- Dari kantor UPT Malioboro berjumlah   
  18 orang. 
- Sedangkan ada kerjasama dari 32 orang   
   Pol PP, 25 Satpam UPT, dan tukang   
   sapu yang bekerja di Malioboro 
- Menggunakan mobil dinas 1, motor Trail   
  3, sama motor Tossa 1. Selain itu   
  menggunakan sepeda atau berjalan kaki. 
 
Meski dengan kondisi yang demikian itu 
mobilitas aparat pelaksana di lapangan kurang 
optimal, namun dapat lebih bersifat 
kekeluargaan. 
 
 
-Sudah baik, bersedia menerima program dan 
memahami tujuan program serta diikuti dengan 
kepatuhan menaati aturan yaitu dengan bersedia 
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4. Kepatuhan dan Daya Tanggap 
Kelompok Sasaran 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
 
 
 
 
 
diatur penggunaan lapak, ukuran lapak, sampai 
dengan waktu berjualan secara tertib. 
 
 
Mendukung terhadap Program Pembinaan, 
Penertiban, dan Penataan PKL. Hal ini 
menunjukkan kepatuhan dan kesediaan 
ditertibkan. 
 
Keseluruhan data-data di atas membuktikan bahwa faktor-faktor seperti 
sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, serta kepatuhan dan data tanggap 
kelompok sasaran selama ini telah mempengaruhi  Penerapan Kebijakan Pengaturan 
PKL di Malioboro. Bagi PKL kawasan Malioboro, faktor-faktor tersebut ternyata 
menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini dibuktikan dengan kesediaan PKL 
untukk ditata, diatur, dan ditertibkan agar ke depan Malioboro menjadi lebih nyaman. 
 
D. Hasil yang Dicapai dalam Penerapan Kebijakan yang Dilakukan Pemkot 
Yogyakarta dalam Pengaturan PKL Malioboro yang Berkaitan dengan Sektor 
Pariwisata 
Seluruh rangkaian kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta 
merupakan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Hasil tersebut 
merupakan suatu keberhasilan Pemkot dalam melakukan penerapan kebijakan yang 
saat ini tengah dilaksanakan. Sebelum membahas tentang hasil yang dicapai oleh 
penerapan kebijakan tersebut, maka akan dibahas sedikit tentang proses dalam 
pencapaian keberhasilan tersebut. 
Dari ribuan PKL yang ada di Malioboro, kesemuanya telah melakukan dan 
menaati peraturan yang ada yang diberikan oleh Pemkot Yogyakarta terhadap seluruh 
aktivitas yang ada di Malioboro. Ada beberapa tanggapan yang dilontarkan oleh 
 cxiv
ketua paguyuban mengenai keberadaan PKL yang ada di Malioboro. Tanggapan 
tersebut dilontarkan oleh Bapak Ari Wanani, penjual kaos yang juga sebagai Ketua 
Paguyuban Pemalni: 
”...keberadaan PKL di sini semuanya sudah sangat baik sekali. PKL di sini 
itu mudah komunikasi dan juga kita sering bermusyawarah dengan anggota 
kita, bahkan dengan paguyuban lain...” 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sogi Wartono, seorang penjual 
bakso dan mie ayam yang juga Ketua Paguyuban Handayani: 
”...ya mas, rata-rata kita menjunjung kebersamaan agar Malioboro semakin 
kondusif. Kita juga membangun rasa saling memiliki...” (Wawancara, 27 
April 2010) 
 
Dari kedua tanggapan tersebut, terlihat jelas bahwa sikap antar PKL sudah 
terjalin harmonis, bahkan terjadi interaksi dengan cara musyawarah. Lebih dari itu, 
mereka juga sepakat untuk menjadikan Malioboro lebih kondusif dan juga 
menumbuhkan rasa saling memiliki, karena Malioboro adalah milik bersama. 
Demikian juga halnya dengan interaksi dengan para pengunjung yang datang 
ke Malioboro. Mereka bersikap sangat sopan, di mana orang Jawa yang 
mengedepankan ’unggah-ungguh’ dalam beretika. Bukan hanya sebatas itu saja, 
sampai permasalahan kebersihan pun menjadi faktor yang menentukan kenyamanan 
para pengunjung atau waisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Ungkapan tersebut 
diucapkan oleh Bapak Rudiarto, seoarang penjual konveksi yang juga sebagai Ketua 
dari Paguyuban Tri Dharma, sebagai berikut: 
”...komunikasi dengan pengunjung sudah sangat tinggi, sebelum mereka 
senyum, kita sudah melemparkan senyum dulu. Kebersihan juga penting 
mas. Kalo tempat kita bersih kan pengunjung senang. Soal kebersihan harus 
lebih termotivasi. Dari kebersihan lingkungan kan muncul adanya investasi, 
di situlah muncul opini publik, ketika muncul opini publik, maka 
kepentingan politik juga ikut andil. Kalo kita dekat sama pemerintah kan kita 
jauh dari kata digusur, karena kita punya opini publik bahwa dengan 
kehadiran kita, Malioboro tetap terjaga kebersihannya...” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Prasetyo Sukidi, penjual Warung 
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Lesehan yang juga Ketua PPLM: 
”...hubungan kita sama pengunjung sudah berjalan baik. Kita sering 
menyapa pengunjung, kan kita juga dalam proses promosi. Begitu juga 
dengan kebersihan. Sampah basah tu diambil 1 minggu sekali, kalo sampah 
kering 1 hari bisa sampai 3 kalo...” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa komunikasi dan interaksi dari PKL 
terhadap pengunjung sudah berjalan sangat baik, bahkan digunakan sebagai promosi 
tentang Malioboro agar lebih berkesan. Kebersihan juga memberikan nilai tambah 
kepada para PKL dan juga pengunjung agar PKL dan pengunjung lebih nyaman 
dalam menjalankan aktivitasnya di Malioboro. 
Bukan hanya interaksi dengan para pengunjung atau sesama PKL saja, PKL 
kawasan Malioboro juga melakukan kegiatan dengan masyarakat yang ada di sekitar 
Malioboro. Hal ini tentunya juga karena peran dari seluruh PKL yang tergabung 
dalam paguyuban sehingga paguyuban tersebut juga berfungsi sebagaimana mestinya 
dengan masyarakat. Ibu Beti, seorang PKL yang juga merupakan Sekretaris 
Paguyuban Padma menyatakan pendapat sebagai berikut: 
”...kegiatan dengan masyarakat di sini biasanya kerja bakti akhir bulan. 
Semua PKL di sini sudah terdaftar sebagai paguyuban. Jadi kegiatan dengan 
masyarakat dapat berjalan dengan adanya paguyuban itu... 
(Wawancara, 24 April 2010) 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sogi Wartono, seorang penjual 
bakso dan mie ayam yang juga Ketua Paguyuban Handayani: 
”...semua PKL yang ada di Malioboro otomatis sudah terdaftar menjadi 
anggota paguyuban yang ada di Malioboro. Aktivitas kami dengan warga 
sekitar ya kita mengadakan pertemuan-pertemuan, acara 17an, pengajian, 
dan sebagainya...” 
(Wawancara, 27 April 2010) 
Dengan adanya pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa komunikasi 
dan kegiatan yang dilakukan oleh PKL dengan masyarakat sekitar sudah berjalan 
baik dan rutin. Paguyuban selain wadah pemersatu antar PKL, juga berfungsi sebagai 
sarana komunikasi dengan pemerintah dan juga masyarakat yang ada di kawasan 
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Malioboro. 
Dengan beberapa tanggapan seperti diatas, terdapat beberapa masukan yang 
dapat menjadi pertimbangan pemerintah ke depan. Saran atau masukan tersebut juga 
untuk menciptakan Malioboro agar lebih tertib dan teratur. Masukan itu antara lain 
seperti diungkapkan oleh Bapak Rudiarto, seoarang penjual konveksi yang juga 
sebagai Ketua dari Paguyuban Tri Dharma, sebagai berikut: 
”...ke dapan saya berharap Malioboro dapat menciptakan iklim yang 
kondusif sebagai bagian pariwisata dan komunitas agar lebih nyaman dihuni 
dan nyaman dikunjungi. Harapan saya agar Malioboro lebih berkesan...” 
(Wawancara, 25 April 2010) 
Selain itu, Bapak Sogi Wartono, seorang penjual bakso dan mie ayam yang 
juga Ketua Paguyuban Handayani, mengungkapkan masukan untuk Malioboro 
sebagai berikut: 
”...saya harapkan kita tidak melupakan Perda yang sudah ada, tidak 
melupakan Kewenangan Walikota agar kita tidak kehilangan citra Malioboro 
sebagai tempat pariwisata di Yogyakarta. Jika nanti ada Walikota yang baru, 
saya berharap Malioboro lebih dikembangkan lagi. Saya ingin bagaimana 
Malioboro menjadi tradisi, adat dan budaya di Yogyakarta...” 
(Wawancara, 27 April 2010) 
Jika kita melihat dari seluruh proses yang ada yang telah dilakukan Pemkot 
yang bekerjasama dengan para PKL di Malioboro, kita akan mengulang lagi pada 
Peraturan Daerah Kota Yogyakrta yang dikeluarkan oleh Pemkot DIY, No. 26 tahun 
2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, tertulis pada BAB VI, pasal 10 ayat 3, 
yang menjelaskan bahwa “Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi 
tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.” Selain itu, 
kita juga akan mengulas sedikit tentang visi dan misi UPT Malioboro yakni: 
- Visi: Menjadikan Malioboro Sebagai Destinasi Pariwisata Utama 
- Misi: 
Ø Melaksanakan pengembangan kawasan Malioboro sebagai obyek daya tarik 
wisata; 
 cxvii 
Ø Melaksanaan pembinaan kepada Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah 
(UMKM) serta komunitas seni Kawasan Malioboro; 
Ø Melaksanakan  fasilitasi pemeliharaan sarana prasarana 
Ø Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian 
ketertiban 
Ø Melaksanakan fasilitasi penanganan penegakan peraturan 
Ø Melaksanakan penataan kawasan dan kegiatan pemberdayaan komunitas 
berbasis keswadayaan 
Ø Menciptakan Malioboro nyaman dan berkesan bagi wisatawan 
Maka dari sini kita membuktikan bahwa penerapan kebijakan Pemkot dalam 
pengaturan PKL di Malioboro yang berkaitan dengan sector pariwisata sudah 
memperoleh hasil bahwa Malioboro menjadi salah satu tempat tujuan pariwisata 
yang berkesan bagi siapapun. Harapan ke depan agar Malioboro agar lebih baik lagi 
menjadi tanggung jawab bersama bagi semua yang mempunya rasa memiliki 
Malioboro milik bersama. Dengan hasil yang dicapai tersebut maka  Yogyakarta tetap 
akan mempunyai slogan “Yogyakarta Kota Aman Berhati Nyaman”. 
BAB IV 
PENUTUP 
 
B. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam Bab III 
tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Penerapan Kebijakan 
Pemkot dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata oleh 
Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro dapat dikatakan sudah baik. Hal ini 
dapat dilihat dari kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Yogyakarta dalam penataan pedagang kaki lima yang didasarkan 
pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Pemkot DIY, 
No. 26 tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya 
menjadi Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 88 Tahun 2003 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Yogyakarta No. 26 tahun 2002 
Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Lebih spesifik lagi Pemkot 
mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 10 Tahun 2004 Tentang 
Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro – Jalan A. Yani yang 
kemudian diperbaharui lagi dengan adanya Keputusan Walikota Yogyakarta, 
No. 119 Tahun 2004 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus 
Malioboro – A. Yani yang selanjutnya menjadi Peraturan Walikota 
Yogyakarta, No. 115 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Walikota 
Yogyakarta No.119 Tahun 2004 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 
Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani. Seluruh peraturan tersebut 
dilaksanakan dalam bentuk Program Pembinaan, Penataan dan Penertiban 
PKL. Realisasi tersebut dijabarkan dalam tahapan kegiatan meliputi 
Sosialisasi Kebijakan, Penataan, Pembinaan, dan Penertiban. 
2. Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul 
dalam pengaturan kebijakan terhadap PKL kawasan Malioboro. Hambatan 
yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berasal dari 
faktor internal, yaitu masalah keterbatasan jumlah SDM serta keterbatasan 
jumlah sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal, yaitu pelanggaran 
yang dilakukan PKL terhadap Perwal serta adanya pengemis dan pengamen 
liar. 
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3. Faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul untuk 
memecahkan permasalahan pengaturan PKL di Malioboro adalah: 
a. Sikap Pelaksana 
Sikap pihak aparat sebagai pelaksana program secara 
keseluruhan telah dapat melaksanakan program sesuai dengan 
mekanisme yang ada. Dalam memecahkan permasalahan pengamen 
dan pengemis liar, Pemkot Yogyakarta dibantu oleh paguyuban 
pengamen yang ada di Malioboro untuk mengantisipasi jumlah PKL liar. 
Sedangkan untuk pengemis, maka Pemkot akan menunggu keluhan dari 
pengunjung maupun dari paguyuban terhadap pengemis yang 
mengganggu secara langsung. Jika dari pengemis dan pengamen liar 
tidak dapat dikontrol lagi, maka Pemkot akan melakukan tindakan tegas 
terhadap keduanya. Untuk masalah pelanggaran yang dilakukan PKL 
terhadap Perwal yang ada, sikap aparat itu sudah cooperative dan dapat 
dimaklumi. Jika semua PKL menaati aturan yang ada maka aparat 
pelaksana akan bersikap halus dan lunak terhadap PKL. Aparat tidak 
serta merta melakukan tindakan yang semena-mena kepada PKL begitu 
saja. Tetapi aparat terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap PKL 
yang melanggar ketentuan. Kemudian setelah melakukan pembinaan 
yaitu melakukan pengarahan dan teguran langsung kepada PKL maka 
apabila PKL tersebut masih juga belum tertib akan ditertibkan oleh 
petugas. 
b. Komunikasi 
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Upaya Pemkot untuk mengenalkan dan menjelaskan program 
terhadap PKL dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya 
dilaksanakan secara formal oleh Pemkot akan tetapi sosialisasi tersebut 
juga dilaksanakan saat aparat pelaksana mengadakan penertiban PKL. 
Biasanya sosialisasi dilaksanakan secara door to door kepada PKL. 
Komunikasi antara dinas sebagai aparat pelaksana dalam hal koordinasi 
telah berjalan dengan baik begitu pula dalam komunikasi antara aparat 
pelaksana dengan PKL, dalam penyampaian program melalui sosialisasi 
secara langsung sudah berjalan dengan baik sehinnga PKL sudah 
memahami tentang prosedur program, hal ini dikarenakan mudahnya 
menyamakan pola pikir dalam mengatasi permasalahan antara aparat 
pelaksana dengan PKL sehinngga mudah untuk mencari titik temu atau 
solusi yang terbaik. 
c. Sumber Daya 
Terdapat permasalahan terhadap sumber daya, yakni 
keterbatasan personil UPT Malioboro dan juga keterbatasan alat 
transportasi. Upaya yang dilakukan oleh UPT Malioboro dalam hal 
kekurangan personil adalah dengan menutupi kekurangan itu dengan 
cara tugas bergilir, yakni menjadwal tugas yang dilakukan UPT 
Malioboro ketika turun ke lapangan. Sedangkan untuk mengantisipasi 
keterbatasan alat transportasi sebenarnya hanya perlu berjalan kaki dan 
atau bersepeda, karena wilayah tugas mereka hanya sepanjang kawasan 
Malioboro. Dengan jumlah personil dan alat transportasi yang terbatas 
bukan merupakan penghalang bagi UPT Malioboro dalam melakukan 
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tugasnya sehari-hari dalam pengembangan kawasan wisata Malioboro. 
Bukan jumlah anggota ataupun alat transportasi yang ditambah yang 
mereka minta, tetapi kekompakan, keseriusan, serta keikhlasan tim 
dalam bekerja sama untuk memajukan kawasan ini. Dengan adanya 
faktor-faktor tersebut, kinerja yang kurang optimal dapat menjadi lebih 
optimal dengan adanya sifat kekeluargaan yang muncul dari masing-
masing anggota UPT Malioboro. 
d. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran 
Kesediaan kelompok sasaran dalam menerima program 
merupakan awal dari kesadaran PKL untuk mematuhi apa yang menjadi 
tujuan program. Tentu saja kesediaan untuk menerima program tidak 
terlepas dari kepentingan mereka sebagai PKL. Kesadaran akan 
kepatuhan dan daya tanggap berkaitan dengan masalah kejelasan 
informasi yang membuat PKL sudah memahami maksud dan tujuan 
program, sehingga mereka dengan pikiran terbuka bersedia untuk 
mematuhi aturan. Dengan adanya bantuan dari beberapa paguyuban 
yang tergabung menjadi LPKKM, masalah tingkat pendidikan PKL yang 
berbeda-beda tidak menjadi hambatan. Hal ini membuat aparat lebih 
mudah untuk memberikan pemahaman PKL dalam mentaati aturan. 
Dari sini dapat diketahui bahwa mayoritas PKL kawasan Malioboro 
mendukung terhadap penerapan kebijakan pengaturan PKL yang 
berkaitan dengan sektor pariwisata. 
 cxxii 
4. Beberapa hasil yang dicapai dalam Penerapan Kebijakan yang Dilakukan 
Pemkot Yogyakarta dalam Pengaturan PKL Malioboro adalah: 
- Dengan adanya program dari Pemkot tersebut terlihat bahwa antara 
PKL dengan para pengusaha toko dan outlet yang berada di belakang 
lapak PKL tidak saling dirugikan. Hal ini dikarenakan adanya panataan 
lapak PKL yang diusahakan tidak mengganggu pandangan pengunjung 
ke arah toko yang berada di sepanjang kawasan Malioboro. 
- Dari ribuan PKL yang ada di Malioboro, kesemuanya telah melakukan 
dan menaati peraturan yang ada yang diberikan oleh Pemkot 
Yogyakarta terhadap seluruh aktivitas yang ada di Malioboro. 
- Interaksi dengan para pengunjung dan masalah kebersihan Malioboro 
sudah terjaga dengan baik, bahkan digunakan sebagai promosi tentang 
Malioboro agar lebih berkesan. 
- Komunikasi dan kegiatan yang dilakukan oleh PKL dengan masyarakat 
sekitar sudah berjalan baik dan rutin. Paguyuban selain wadah 
pemersatu antar PKL, juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan 
pemerintah dan juga masyarakat yang ada di kawasan Malioboro. 
Dari sini kita membuktikan bahwa penerapan kebijakan Pemkot dalam 
pengaturan PKL di Malioboro yang berkaitan dengan sector pariwisata sudah 
memperoleh hasil bahwa Malioboro menjadi salah satu tempat tujuan pariwisata yang 
berkesan bagi siapapun. Harapan ke depan agar Malioboro agar lebih baik lagi menjadi 
tanggung jawab bersama bagi semua yang mempunyai rasa memiliki Malioboro milik 
bersama. Dengan hasil yang dicapai tersebut maka  Yogyakarta tetap akan mempunyai 
slogan “Yogyakarta Kota Aman Berhati Nyaman”. 
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C. Saran 
Dengan mengamati Pelaksanaan pelaksanaan Penerapan Kebijakan Pemkot 
dalam Pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan Sektor Pariwisata oleh 
Pemerintah Kota Yogyakarta dapat berjalan baik secara menyeluruh, maka penulis 
memberi saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pengemis dan 
pengamen liar, Pemkot tidak perlu menunggu adanya keluhan dari 
pengunjung maupun pedagang yang ada di Malioboro. Jika memungkinkan, 
segera dibentuk Perda ataupun Perwal yang digunakan dalam mengatasi 
pengemis dan pengamen liar yang ada di Malioboro. 
2. Mengingat jumlah aparat yaitu 18 orang dari kantor UPT Malioboro untuk 
melakukan pembinaan dan penataan dalam penertiban, sangat kurang 
dibandingkan dengan jumlah PKL di Kawasan Malioboro yang jumlahnya 
mencapai ribuan, maka hal itu sangat mempengaruhi kinerja aparat. 
Berdasarkan hal itu maka, Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan untuk 
segera menambah jumlah petugas / aparat pelaksana demi terciptanya 
kinerja yang baik yang pada akhirnya adalah untuk mewujudkan Kota 
Yogyakarta khususnya Malioboro yang Bersih, Sehat, Rapi, Indah, dan 
Nyaman. 
3. Sebagai organisasi yang baru dibentuk pada tahun 2009, diharapkan 
nantinya UPT Kawasan Malioboro dapat lebih meningkatkan kinerjanya 
dalam mengontrol seluruh aktivitas yang ada di Malioboro. Lebih 
komunikatif kepada PKL Malioboro serta para pengunjung. Lebih solid dalam 
bekerjasama antar para personil UPT Malioboro sendiri maupun 
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bekerjasama dengan Satpol PP, Satpam Malioboro, Dinas-dinas terkait serta 
paguyuban-paguyuban yang tergabung dalam LPKKM. Hal tersebut 
bertujuan agar tercipta sikap kekeluargaan bagi para seluruh lapisan 
masyarakat maupun pemerintah yang ada di Malioboro untuk menciptakan 
“Kota Yogyakarta Aman Berhati Nyaman”. 
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